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ABSTRAK 

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN 
PEMBERIAN IZIN USAIIA PERTAMBANGAN (IUP) 

DIKABUPATENBULUNGAN 

Dedy Setiawansyah 
SyahDdy@gmail.com 

Program Pasca Sarjana 
Universitas Terbuka 

Izin Usaha Pertambangan atau yang biasa disebut /UP adalah suatu izin untuk 
melaksanakan usaha pertamhangan. Terbitnya UU 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah pacta tanggal 2 Oktober 2014 menghilangkan kewenangan 
Pemerintah Kabupaten dalam menerbitkan !UP salah satunya /UP Batuan. 
Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan tujuan 
mengkaji tentang implementasi kebijakan dalam pemberian izin usaha 
pertambangan rnulai dari proses, faktor-faktor yang mempengaruhi sampai kepada 
dampak yang ditimbulkanya sejak terbitnya UU 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah dengan beralihnya kewenangan dari Pemerintah Kabupaten 
ke Pemerintah Provinsi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan 
teori Implemcntasi Kebijakan Van Meter dan Van Hom sebagai teori utama, 
model teori ini menjelaskan bahwa kinerja dari suatu kebijakan dipengaruhi oleh 
variable-variabel yang saling berkaitan. Hasil Penelitian menunjukan bahwa sejak 
terbitnya UU 23 Tahun 2014, proses pemberian izin usaha pertambangan batuan 
di Provinsi Kalimantan Utara membutuhkan waktu yang cukup lama, faktor 
dominan yang mempengaruhi proses pemberian izin usaha pertambangan batuan 
di Provinsi Kalimantan Utara yaitu karakteristik organisasi pelaksana, sumber 
daya (manusia, waktu dan finansial), komunikasi antar organisasi dan sikap para 
pelaksana kebijakan, sehingga akhimya berdampak pada masyarakat dan 
Pemerintah Kabupaten Bulungan baik dampak sosial dengan maraknya 
pertambangan tanpa izin (PET!), dampak ekonomi dengan berkurangnya 
pendapatan asli daerah dari sektor pertambangan batuan dan dampak politik 
dengan hilangnya kewenangan dalam bidang sumber daya mineral salah satunya 
pemberian Izin Usaha Pertambangan (/UP) Batuan serta dampak kepada 
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang harus melaksanakan kebijakan tanpa 
masa transisi. Kesimpulannya dengan adanya perubahan kewenangan tersebut, 
menimbulkan dampak di Pemerintah Kabupaten Bulungan dan Pernerintah 
Provinsi Kalimantan Utara. Adapun saran yaitu dalam menerbitkan suatu aturan 
perundang-undangan perlu adanya masa transisi dalam proses 
pengimplementasiannya dan penyederhanaan persyaratan dalam pemberian izin 
usaha pertambangan (!UP) Batuan harus dilakukan (revisi UU No. 4 Tahun 2009 
tentang Pertambangan Mineral dan Batubara) 

Kata Kunci : lmplementasi Kebijakan, Izin Usaha Pertambangan (IUP), Dampak 
Kebijakan. 

43146.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



ABSTRACK 

POLICY IMPLEMENTATION 
IN GRANTING OF MINING BUSINESS LICENSE (IUP) 

IN BULUNGAN DISTRICT 

Dedy Setiawansyah 
SyahDdy@gmail.com 

Graduate Studies Program 
fndonesia Open University 

The business license of mining or commonly reffered to as IUP is a license to 
carry out of mining business. The issuance of Act No. 23 of 2014 Regional 
Government on October 2"d, 2014 eliminates the authority of the District in 
issuing !UP one was !UP of rock. This study uses descriptive qualitative research 
with the aim of reviewing the implementation of policies in the granting of mining 
business license from the process, the influence factors to the impact caused by 
the issuance of Act No. 23 of 2014 about Regional Government with the authority 
transfer from the District Government to the Provincial Government. In this 
research, the researcher uses the approach theory of Van Meter and Van Hom 
about Policy Implementation as the main themy. This theory explains that the 
performance of a policy was influenced by interrelated variables. The result of the 
research shows that since the issuance of Act No. 23 of 2014, the process of 
granting business license of rock mining in North Kalimantan Province takes a 
long time, dominant factor affecting the process of granting business license of 
rock mining in North Kalimantan Province that is characteristic of implementing 
organization, the resource (human, time and financial), inter-organizational 
communication and demeanor of the policy implementers, thus impacting the 
society and the Bulungan District Government both the social impacts of illegal 
mining (PET!), the economic impact with the decreasing of local revenue from 
the mining sector and the political impact by loss of authority in mineral resources 
sector, one was the granting of Mining Business License (!UP) of Rock as well as 
the impact to the Provincial Government of North Kalimantan which must carry 
out the policy without a transitional period. As conclusion by the authority 
change, it has an impact for Bulungan District Government and North Kalimantan 
Provincial Government. The suggestion is within issuing a legislation it is 
necessary a transition period in the implementation process and simplification of 
requirements in the granting of mining business license (IUP) of rocks must be 
done (The revision of Act No.4 of2009 about Mineral and Coal Mining). 

Keywords: Po/i,.y Implementation, Mininf!, Business License (!UP), Impact 
Policy. 
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BABIV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Objek Penelitian 

Kabupaten Bu1ungan sebagai salab satu kabupaten di bagian utara pulau 

Kalimantan mempunyai 1uas 18.010,50 km2 terletak antara 116° 04' 41" sampai 

dengan 117° 57' 56" Bujur Timur dan 2° 09' 19" sampai dengan 3° 34' 49" 

Lintang Utara. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tabun 

2007 Tentang Pembentukan Kabupa.ten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan 

Utara maka Luas Kabupaten Buluogan berkurang menjadi 13.181,92 km2 

Adapuo batas-batas Kabupaten Buluogan Sebelah Utara dengan Kabupaten Tana 

Tidung dan Kabupaten Nunukan, Sebelah Timur dengan Laut Sulawesi dan Kota 

Tarakan, Sebelab Selatan dengan Kabupaten Berau dan Sebelab Barat dengan 

Kabupaten Malinau. 

Kondisi Kabupaten Bulungan memiliki beberapa pulau, yang dialiri puluhan 

sungai besar dan kecil, serta secara topografi memiliki daratan yang berbukit~ 

bukit, bergunung-gunung dengan tebing terjal dan kemiringan yang tajam. 

Adapun pulau yang terluas adalah Pulau Mandul di Kecamatan Bunyu 

(38.737,413 ha) dan sungai yang terpanjang adalah Sungai Kayan (576 km: 

tennasuk yang berada di wilayah Kabupaten Malinau dan Kabupaten Tana 

Tidung) sedangkan gunung yang tertinggi adalab Gunung Kundas yang berada di 

Kecamatan Peso dengan ketinggian 1.670 m. 

43146.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



I. Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulungan 

Berdasarkan Peraturan Daerab Kabupaten Bulungan Nomor OJ Tabun 2013 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerab. Dinas Pertambangan dan Energi 

merupakan unsur pelaksana otonorni daerah dibidang pertambangan dan energi. 

Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan 

Pemerintaban Daerab dibidang pertambangan dan energi berdasarkan asas 

otonomi dan tugas pembantuan. Dinas Pertambangan dan Energi dalam 

melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi : 

a. perumusan kebijakan teknis bidang pertambangan dan energi sesuai dengan 
rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah; 

b. perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang 
pertambangan dan energi; 

C. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengenda1ian kebijakan teknis 
pertambangan umum dan migas; 

d. perurnusan, perencanaan, pernbinaan dan pengendalian kebijakan teknis 
kellstrikan dan energi baru terbarukan~ 

e. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis 
pengawasan; 

f penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan wnum dibidang 
pertambangan dan energi; 

g. penyelenggaraan urusan kesekretariatan; 

Sedangkan usunan Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi terdiri dari : 

a. Kepala Dinas; 
b. Sekretarlat, membawahkan : 

a) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; 
b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 

c. Bidang Pertambangan Urn urn, membawahk.an : 
a) Seksi Eksplorasi; 
b) Seksi Operasi Produksi. 

d. Bidang Kelistrikan dan Energi Bam Terbarukan, membawahkan : 
a) Seksi Ketenagalistrikan~ 
b) Seksi Energi Barn Terbarukan dan Konservasi Energi. 

e. Bidang Minyak dan Gas, membawahkan : 
a) Seksi Migas Sektor Hulu; 
b) Seksi Migas Sektor Hilir. 
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f Kelompok Jabatan Fungsional; dan 

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas. 

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten 

Bulungan. Posisi peneliti berada diposisi Kepala Seksi Eksplorasi Bidang 

Pertambangan Umum yang menangani perizinan di Bidang Pertambangan Umum. 

Pengambilan data dilakukan sebelum Dinas Pertambangan dan Energi dibubarkan. 

Gambar 4.1 
Struktur Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi 

Kabupaten Bulungan 

Sumber · Penta Kab. Bulungan Nomor 01 Tahun 20l3 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas 
Daerah Kabupaten Bulungan 

2. Dioas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara 

Dinas energi dan sumber daya mineral adalah dinas yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan dan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan 

bidang energi dan sumber daya mineral. Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas 

Energi dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi : 
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a. perumusan kebijakan teknis bidang Energi dan Swnber Daya Mineral sesuai 
dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah; 

b. perumusan, perencanaan, pernbinaan dan pengendalian kebijakan teknis 
Geologi; 

c. perwnusan, perencanaan, pernbinaan dan pengendaJian kebijakan teknis 
Mineral dan Batubara; 

d. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis 
Energi Baru Terbarukan; 

e. perurnusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis 
Ketenagalistrikan; 

f penyelenggaraan urusan kesekretariatan; 
g. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis; 

h. pernbinaan Kelornpok Jabatan fungsional; dan 

1. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubemur sesuai dengan bidang 
tugas dan fungisnya. 

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri atas : 

a. Kepala Dinas. 
b. Sekretariat, rnembawabkan : 

a) Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan 
b) Subbagian Urn urn dan Kepegawaian. 

c. Bidang Geologi dan Air Tanah, membawahkan : 
a) Seksi Pernetaan Geologi dan Air Tanab; 
b) Seksi Konservasi Air Tanab; dan 
c) Seksi Pengusahaan Air Tanah. 

d. Bidang Mineral dan Batubara, membawahkan : 
a) Seksi Pemetaan Wilayah Izin Mineral dan Batubara; 
b) Seksi Pengusahaan Mineral dan Batubara; dan 
c) Seksi Konservasi dan Produksi Mineral dan Batubara. 

e. Bidang Energi dan Ketenagalistrikan, membawahkan : 
a) Seksi Pengusahaan Energi dan Ketenagalistrikan; 
b) Seksi Pengembangan Energi dan Ketenagalistrikan; dan 
c) Seksi Konservasi Energi; 

f. Unit Pelaksana Teknis. 
g. Cabang Dinas. 
h. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) m1 merupakan instansi yang 

menyelenggarakan pemberian Wilayah lzin Usaha Pertambangan (WlUP) dan 

fzin Usaha Pertambangan (TUP) Eksplorasi pada awal terbitnya UU 23 tahun 

2014. Dalam penelitian ini peneliti berada diposisi Kepala Seksi Pengusahaan Air 
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Tanah Bidang Geologi dan Air Tanah, tidak lagi di Bidang Pertambangan Umum 

atau Mineral dan Batubara yang menangani administrasi permohonan Izin Usaha 

Pertambangan (!UP). 

Gambar4.2 
Struktur Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 

Provinsi Kalimantan Utara 

I SEKRETARlAT I 
~~~t l =t ~·~ 

~I 

Sumber: Pergub No 21 Tahun 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi 
Kalimantan Utara 

3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pinto Provinsi 
Kalimantan Utara 

Dinas penanarnan modal dan pelayanan terpadu satu pintu adalah dinas yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan dan mempunyai tugas melaksanakan 

urusan Pemerintahan bidang penanaman modal. Dalam melaksanakan tugasnya, 

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan 

fungsi : 

a. perumusan kebijakan teknis dl bidang Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan 
Pemerintah Daerah; 
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b. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di 
bidang pengembangan iklim penanaman modal; 

c. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di 
bidang kelja sama penanaman modal; 

d. perumusan. perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di 
bidang promosi dan penanaman modal; 

e. perurnusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di 
bidang pelayanan penanaman modal; 

f perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di 
bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal; 

g. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di 
bidang data dan sistem infonnasi penanaman modal; 

h. penyelenggaraan urusan kesekretariatan; 

g. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis; 

h. pembinaan Kelompok Jabatan fungsional; dan 

1. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubemur sesuai dengan bidang 
tugas dan fungisnya. 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri atas: 

a. Kepala Dinas 
b. Sekretariat, membawahkan : 

a) S ubbagian Perencanaan; 
b) Subbagian Keuangan; dan 
c) Subbagian Urn urn dan Kepegawaian. 

c. Bidang Perencanaan, Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal, 
membawahkan : 
a) Seksi Deregulasi Penanaman Modal Daerah~ 
b) Seksi Perencanaan Sektoral dan Pengembangan Potensi Daerah; dan 
c) Seksi Promosi dan Keljasama Penanaman ModaL 

d. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Data dan Sistem 
Informasi, membawahkan : 
a) Seksi Pemantauan, Pembinaan, Pengawasan, dan Fasilitasi Penanaman 

Modal; 
b) Seksi Verifikasi dan Pengolahan Data; dan 
c) Seksi Anahsa, Evaluasi Data dan Sistem Informasi. 

e. Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan dan Non penzman, 
membawahkan : 
a) Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan I; 
b) Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan II; dan 
c) Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Ill; 

f. Bidang Kajian Kebijakan dan Pengaduan Layanan Perizinan dan 
Nonperizinan, membawahkan : 
a) Seksi Kajian Kebijakan Layanan Perizinan dan Nonperizinan; dan 
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b) Seksi Penanganan Pengaduan. 
g. Unit Pelaksana Teknis. 
h. Kelompok J abatan Fnngsional. 

Pengambilan data di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu dilakukan karena Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini merupakan 

instansi yang menerbitkan izin dilingk:up Pernerintah Provinsi Kalimantan Utara. 

Instansi ini sebelumnya bemama Badan Penanarnan Modal dan Pelayanan 

Perizinan Terpadu. Berdasarlcan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 43 

Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan 

Perizinan Terpadu pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, untuk Izin Usaha 

Pertambangan (JUP) Operasi Produksi Batuan dilaksanakan oleh Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 

Gambar4.3 
Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu 

Provinsi Kalimantan Utara 
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Sumber. Pergub No 21 Tahun 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi 
Kalimantan Utara 
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B. Basil Penelitian 

1. Proses lmplementasi Kebijakao Pemberian Izin Usaha Pertambangan 
(IUP) Batuan sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Taboo 
2014 di Proviosi Kalimantan Utara 

Terbitnya Undang-wulang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah membuat pernlihan kewenangan dalam Pemberian Izin Usaha 

Pertambangan (flJP). Pemberian izin yang duiunya diberikan oieh Kabupaten 

otomatis berpindah ke Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat, sesuai 

dengan pasai I4 ayat I UU 23 Tahun 2014, berbunyi: 

''Penyeienggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, keiautan, 
serta energi dan somber daya mineral dibagi antara Pemerintah 
Pusat dan Daerah provinsi". 

Pemyataan pada pasal tersebut cukup jelas bahwa kewenangan sudah tidak berada 

di Pemerintah Daernh Kabupaten lagi. Terjadinya kebingungan di Pemerintah 

Daerah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi dalam mengimplementasikan 

kebijakan Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) salah satunya adalah 

Pemberian Izin Usaha Pertarnbangan (IUP) Batuan. 

Wawancara dengan dengan Kepala Bidang Pertambangan Umum, Dinas 

Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulungan (Amir Ardasyir), menyatakan: 

"Sejak terbitnya UU 23 tahun 20 I 4 tentang Pemerintahan Daerah, 
Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulungan menyikapi 
dengan rnengalihkan semua pennohonan Wilayah Izin Usaha 
Pertambangan (WIUP) yang sudah diproses di Kabupaten Buiungan 
ke Provinsi Kalimantan Utara,". 

Hal ini dibenarkan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten 

Bulungan (Hamdani} yang rnenyatakan: 

··sejak terbitnya UU 23 Tahun 20I4 tanggal 2 Oktober 2014, 
permohonan WIUP yang masih diproses maupun permohonan WIUP 
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yang masuk ke Kabupaten Bulungan dilimpabkan ke Pemerintab 
Provinsi Kalimantan Utam cq. Dinas ESDM Kaltam". 

Hasil wawancara dengan dengan Kepala Bidang Pertambangan Umum, Dinas 

Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulungan (Amir Ardasyir) dan Kepala 

Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Butungan (Hamdani) tersebut 

dikuatkan oteh data Sumt Kepata Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten 

Bulungan Nomor 545/ ... ./DPE-112015 tanggat 22 Januari 2015 perihal 

Penyampaian Permohonan WIUP kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara 

cq. Dinas Energi dan Sumber Daya MineraL 

Di Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, menindaklanjuti terbitnya UU 23 

Tabun 2014, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral melaksanakan Rapat 

Koordinasi (Rakor) Pertambangan Umum Se-Provinsi Kalimanan Utara di ruang 

Serbaguna Kantor Walikota Tarakan. Menurut Kepala Bidang Pertambangan 

Umum Dinas ESDM Provinsi Kaltara periode tahun 2014 (Hartono) menyebutkan 

dalam forwn ini akan dijelaskan terkait pencabutan undang-undang kewenangan 

bupati/walikota terhadap penertiban izin tarnbang dan terselenggaranya 

pengelolaan kegiatan pertambangan dan energi yang efektif dan ramah lingkungan 

(www.komnkaltim.com 2-12-2014). Setanjutnya beiiau mengatakan: 

"rakor dilakukan dalam rangka untuk mensingkronkan cara pandang 
terhadap pengelolaan pertambangan, terutama terkait dengan 
pernberlak:uan Undang-Undang Pernerintah Daerah Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Wewenang Perizlnan Tarnbang pada pasal 14 yang 
menetapkan urusan pernerintahan di bidang energi dan sumber daya 
mineral hanya ada pada pemerintah provinsi dan pusaf' 
(www.korankaltim.com). 

Hartono menyebutkan, bahwa sesuai UU nomor 23 tahun 2014 telah 

memberikan wewenang izin tambang yang berlaku mulai 2 Oktober 2014 itu, 
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telah mencabut kewenangan bupati/walikota menerbitkan tzm tambang, 

pencabutan tersebut ditujukan kepada provinsi dan pusat. 

"Jadi, sejak 2 Oktober 2014 kewenangan izin tersebut terdapat di 
provinsi dan pusat," imbuhnya (www.korankaltim.com). 

Berikut matrik pembagian urusan di bidang mineral dan batubara antara 

Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi yang tertuang dalam tabel dibawah ini: 

Tabe14.l. 
Matrik Pembagian Urusan Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi 

Bidang Mineral dan Batubara 

.-:tt' ·"' .. ~ PEMERINTAH PUSAT "·"•t."' •l". '' ~{~ PEMERINTAH PROVINSI . 
l. Penetapan wilayah pertambangan sebagai a. 

bagian dari rencana tata ruang wilayah 
nasional, yang terdiri atas wilayah usaha 
pertambangan, wilayah pertambangan rakyat 

penetJlpao wilayah Izio Usaha 
Perta mbangan mineral bukan 
logam dan batuan dalam 1 (satu) 
Daerah proviosi d an wilayah taut 
sampai dengan 12 mil. dan wilayah pencadangan negara serta wilayah 

usaha pertambangan khusus. 
2. penetapan wilayah Izin Usaha Pertambangan 

mineral logam dan batubara serta wilayah lzin 
Usaha Pertambangan khusus. 

3. Penetapan wilayah Izin Usaha Pertambangan 
mineral bukan logani dan 
batuan lintas Daerah provinsi dan wilayah !aut 
lebih dari 12 mil. 

4. Penerbitan Izin Usaba Pertambangan mineral 
logam, batubara, mineral bukan logam dan 
batuan pada: 

l) wilayah lzin Usaha Pertambangan yang 
berada pada wilayah lintas daerah 
Provinsi; 

2) wilayah lzin Usaha Pertambangan yang 
berbatasan langsung dengan negara lain; 
dan 

3) wilayah laut lebih dari 12 mil; 
5. Penerbitan Izin Usaha Pertarnbangan dalam 

rangka penanaman modal asing 
6. Penerbitan Izin Usaba Pertambangan khusus 

mineral dan batubara 
7. Pemberian registrasi Izin Usaha 

Pertambangan dan penetapan jumlah produksi 
setiap daerah provinsi untuk komoditas 
mineral logam dan batubara 

8. Penerbitan Izin Usaha Pertambangan operasi 
produksi khusus untuk pengolahan dan 
pemurnian yang komoditas tambangnya yang 
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b. Penerbitan l zin Usaha Pertambangan 
mineral logam dan batubara dalam 
rangka penanaman modal dalam 
negeri pada wilayah Izin Usaha 
Pertambangan Daerah yang berada 
dalm 1 (satu) Daerah Provinsi 
tennasuk wilayah laut sampai dengan 
12 millaut. 

c. Penerbitan lzin Usaha 
Pertambangan mineral bukan 
logam dan batuan dalam rangka 
penanaman modal dalam negeri 
pada wilayah lzin Usaha 
Pertambangan Daerah yang 
berada dalm 1 (satu) Daerah 
Provinsi termasuk wilayab taut 
sa mpai dengan 12 millaut. 

d. Penerbitan lzin Usaha 
Pertambaogan rakyat untuk 
komoditas minerai. logam, batubara, 
mineral bukan logam dan batuan 
dalam wilayah pertambangan rakyat. 

e. Penerbitan Izin Usaha Pertambangan 
operasi produksi khusus untuk 
pengolahan dan pemurnian dalam 
rangka penanaman modal dalam 
negeri yang komoditas tambangnya 
berasal dari I (satu) Daerah provinsi 
yang sama. 

f. Penerbitan Izin Usaha Pertambangan 
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berasal dari daerah provinsi lain diluar lokasi 
fasilitas pengolahan dan pemurmian, atau 
impor serta dalam rangka penanaman modal 
asing. 

9. Penerbitan izin usaha jasa pertambangan dan g . 
surat keterangan terdaftar dalam rangka 
penanaman modal asing yang kegiatan 
usahanya diseluruh wilayah Indonesia. 

10. Penetapan harga patokan mineral Iogam dan 
batubara. 

11. Pengelolaan inspektur tambang dan pejabat 
pengawas pertambangan 

dan surat keterangan terdaftar dalam 
rangka penanarnan modal dalam 
negeriyang kegiatan usahanya dalam 
1 ( satu) daerah pro vi nsi. 
Penetapan harga patokan mineral 
bukan 1ogam dan batuan 

Sumber: UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

Tergambar jelas bahwa sudah tidak ada kewenangan dari Pemerintah daerah 

Kabupaten dalam pengelolaan pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP). Hasil 

pengamatan sejak terbitnya UU 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah, 

Pemerintah Kabupaten sudah tidak memproses lagi pennohonan WIUP yang 

masuk dan sudah diproses oleh Pemerintah provinsi Kalimantan Utara. 

Dalam menjalankan implementasi kebijakan Pemberian IZtn usaha 

pertambangan, sesuai dengan pasal 14 ayat 1 UU 23 Tahun 2014, perlunya 

memahami standar dan sasaran kebijakan atau ukuran dan tujuan dari kebijakan. 

Pemberian izin usaha pertambangan yang semula di proses di Pemerintah 

Kabupaten kemudian beralih ke Pemerintah provinsi memerlukan masa transisi 

dalam menjalankannya karena butuhnya pemahaman tentang maksud dan tujuan 

dalam mengimplementasikan kebijakan pemberian izin usaha pertambangan 

tersebut. 

Pelaksanaan implementasi kebijakan pemberian izin usaha pertambangan 

sejak terbitnya UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah banyak 

mengalami kendala. Dalam wawancara dengan Kepala Seksi Pengusahaan 

Mineral dan Batubara (Fery Ruruk Pasiakan), peneliti menanyakan masalah 
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proses pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan Izin Usaha 

Pertambangan (IUP) semenjak terbitnya UU 23 Tahun 2014 Ten tang 

Pemerintahan Daerah. Ada berapa permohonan Wilayah Izin Usaha 

Pertambangan (WJUP) dan Jzin Usaha Pertambangan (IUP) yang sudah diproses. 

Dijelaskan oleh infonnan dalam pemrosesan pennohonan-permohonan WIUP 

diawal-awal setelah terbitnya UU 23 Tahun 20 14 tentang Pemerintahan Daerah 

banyak mengalami kendala, karena yang sebelumnya perizinan diproses ditingkat 

Kabupaten dialihkan ke Pemerintah Provinsi, sehingga perlunya penyesuaian 

dalam melaksanaan pemrosesan permohonan-permohonan WIUP Batuan yang 

masuk. 

Kekurangan akan sumber daya manusia menjadi salah satu kendala penyebab 

lambannya pemrosesan permohonan perizinan, seperti yang diungkapkan beliau 

dalam wawancara : 

"Dengan dilimpahkannya kewenangan dari Kabupaten! Kota ke 
Provinsi , otomatis pelayanan perizinan di bidang sumber daya mineral 
untuk semua Kabupaten/ Kota yang berada di Provinsi Kalimantan 
Utara menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara 
dalam hal ini Dinas Energi dan Surnber Daya Mineral Provinsi 
Kalimantan Utara, sehingga kebutuhan Sumber Daya Manusia sangat 
diperlukan dalam membantu pelayanan publik". 

Sejalan yang ungkapkan Kepala Seksi Pengusahaan Mineral dan Batubara 

(Fery Ruruk Pasiakan), hal ini dibenarkan oleh mantan kepala bidang Mineral dan 

Batubara Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (YusufMinggu) : 

"masih kurangnya sumber daya manusia yang ditempatkan di bidang 
Mineral dan Batubara, dalam membantu pemrosesan perrnohonan 
WIUP yang masuk ". 
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Selain sumber daya manusra, sumber daya waktu dan finansial juga 

diperluk.an dalarn pelayanan pemberian izin usaha pertambangan batuan, 

mengingat perlunya penyesuaian dan pemahaman maupun dukungan anggaran 

dalam menjalankan kebijakan. Sejalan yang disampaikan oleh Kepala Seksi 

Pengusahaan Mineral dan Batubara Dinas Energi dan Surnber Daya Mineral (Fery 

Ruruk Pasiakan) dan mantan kepala bidang mineral dan batubara (YusufMinggu), 

dalarn wawancara dengan Kepala Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan dan 

Non perizinan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu 

(Faizal) juga mengungkapkan : 

"perlunya Sumber Daya Manusia (SDM) Teknis untuk ditempatkan di 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Provinsi 
Kalimantan Utara sehingga dapat membantu, mempercepat serta 
mempermudah proses pelayanan kepada investor pertambangan". 

Di awal terbitnya UU 23 Tahun 2014 jumlah pegawai di Bidang Mineral dan 

batubara sangat terbatas, hanya diisi oleh kepala bidang dan satu orang kepala 

seksi serta dua orang stafPNS,jika dilihat tidak seimbang dengan tugas pelayanan 

yang harus dikerjakan. Begitu pula di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Perizinan Satu Pintu yang dulunya Badan Penanaman Modal dan Pelayanan 

Perizinan Terpadu, masih kosong untuk jabatan kepala seksi perizinan. 

Dari hasil penelitian, data dan pengamatan yang dilakukan di kedua instansi 

tersebut Sumber daya manusia menjadi dimensi yang penting dalam keberhasilan 

implementasi kebijakan di bidang sumber daya mineral salah satunya dalam 

pemberian izin usaha pertarnbangan (lUP) di Provinsi Kal imantan Utara, 

disamping sumber daya waktu dan finansial. Kekurangan sumber daya manusia 

dapat memperlambat pemrosesan permohonan perizinan, begitu juga dengan 
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dukungan anggaran sangat ctibutuhkan dalam keberhasilan implementasi 

kebijakan tersebut. 

Di Pemerintah Kabupaten Bulungan instansi yang berwenang dalam 

pemrosesan pemberian izin usaha pertambangan dilaksanakan oleh Dinas 

Pertarnbangan dan Energi. Pengarnbilan data dilakukan di Dinas Pertarnbangan 

dan Energi Kabupaten Bulungan, data yang ctidapatkan berupa data awal, yaitu 

data jurnlah perrnohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Batuan yang 

diajukan sebelurn terbitnya UU 23 Tahun 2014 dan telah diproses, tetapi masih 

belurn selesai sampai dengan terbitnya UU 23 Tahun 20 14 tentang Pemerintahan 

Daerah. Selain data awaJ tersebut juga data dalam bentuk copian surat-surat 

terkait pemrosesan permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (wruP) dan 

IUP. Berikut ini data Permohonan Wilayah Izin Usaha Pertarnbangan (WIUP) 

Batuan yang diajukan ke Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulungan 

sebelum terbitnya UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

Tabel 4.2. 
Data Permohona n WIUP Batuan 

Di Kabupaten Bulungan Sebelum terbitnya UU 23 Tahun 2014 

NO NAMA PEMOHON 

l PT. TAMBANG NASIONAL PERSADA 

2 PT. NASIONAL ENERGI INDONESIA 

3 PT. ST ANDAR ENERGI INDONESIA 

4 PT. INDONESIA SANG A TA SEMEN 

5 PT. PULAU MAS PERKASA 

6 PT. PIPIT BULUNGAN JAY A 

7 PT. WANA LEST ARl 
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8 PT. HARUSMAS AGRO UTAMA 

9 PT. BAHTERA INDAH JAYA 

IO PT. BASSAMA KARY A 

I I PT. BRANT AS ABIPRA YA- PT. MAHIR JAY A 

12 PT. DAJRI MINING SEJAHTERA 

13 PT. WANALESTARI 

14 CV. CAHA Y A SIND! JA YA 

15 CV. WIRA SINAR ABADI 

16 H. BURHANUDDIN NAHAR 

Sumber : Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Bulungan, 2015 

Data permohonan WIUP diatas sudah di proses oleh Dinas Pertambangan dan 

Energi Kabupaten Bulungan tetapi belurn sempat selesai, terbitlah UU 23 Tahun 

20 14 yang menyatakan tidak adanya kewenangan lagi di Pemerinah Kabupaten 

dalarn menerbitkan izin sehingga permohonan tersebut dilimpahkan ke 

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. 

Di Pemerintah Provinsi pada saat masa transisi atau awal terbitnya UU 23 

Tahun 2014 pemberian izin usaha pertambangan dilaksanakan oleh Dinas Energi 

dan Sumber Daya Mineral dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan 

Satu Pintu, sehingga membuat kebingungan bagi investor ataupun masyarakat 

dalam membuat izin. Sesuai dengan yang disampaikan Kepala Seksi Pengusahaan 

Mineral dan Batubara, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (Fery Ruruk 

Pasiakan): 

"perlunya penyesuaian dalam rnelaksanaan pernrosesan pennohonan
permohonan izin WIUP ataupun IUP Batuan yang masuk. Ini dapat 
dilihat diawal masa transisi dalam pernrosesan pennohonan izin masih 

95 

43146.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



dilakukan oleh dua instansi yaitu Dinas Energi dan Sumber Daya 
Mineral dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu 
Pintu Provinsi Kalimantan Utara". 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu. juga memproses 

permohonan WIUP ataupun IUP yang masuk, karena sesuai Peraturan Gubemur 

Kalimantan Utara Nomor 43 Tahun 20 I 4 tentang Pendelegasian Wewenang 

Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu pada Pemerintah Provinsi 

Kalimantan Utara, memerintahkan pemrosesan permohonan izin usaha 

pertambangan dilakukan di instansi ini tapi temyata ada kekeliruan didalam 

lampiran pergub tersebut, yang hanya mendelegasikan pemrosesan pemberian izin 

usaha pertambangan (!UP) Operasi Produksi saja. 

Sesuai yang disampaikan Kepala Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan 

dan Non Perizinan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu, 

menyatakan : 

"Dalam waktu yang tidak terlalu lama akan dilak:ukan revis1 dari 
Peraturan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 43 Tahun 2014 tersebut 
sehingga untuk semua pemrosesan perizinan mulai dari permohonan 
WIUP, IUP Eksplorasi dan illP Operasi Produksi dilaksanakan oleh 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Provinsi 
Kalimantan Utara". 

Di Kabupaten Bulungan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten 

Bulungan (Hamdani), menjclaskan: 

"dalam pemrosesan permohonan Wilayah lzin Usaha Pertambangan 
(WIUP) Batuan yang menyebabkan proses memakan waktu yang lama 
adalah hanyaknya persyaratan yang harus dipenuhi sesuai dengan UU 
Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara 
dan aturan pelaksanaannya, salah satunya Rekomendasi dari 
Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan 
Sumber Daya Mineral, dikarenakan sebagian besar Iokasi yang 
dirnohonkan berada di Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) dan 
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Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) mineral logam dan/atau 
batubara". 

Karena berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Tata Cara Penetapan Wilayah Usaha Pertambangan dan Sistem lnfonnasi Wilayah 

Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasall8 ayat 2 hurufb berbunyi: 

«Gubemur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya 
sebehun menerbitkan peta WIUP mineral bukan logam atau WIUP 
batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (l), wajib berkoordinasi 
dengan Menteri apabila : b. tumpang tindih dengan WIUP mineral 
logam dan/atau WIUP batubara yang telah diberikan kepada 
pemegang !UP minerallogam atau batubara". 

dan berdasarkan Pasal 4 huruf c Peraturan Menteri ESDM No.2 Tahun 20!3 

tentang Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha 

Pertambangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah 

Kabupaten/ Kota yang berbunyi : 

"'pemrosesan permohonan WIUP mineral bukan logam dan WIUP 
batuan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tumpang tindih 
dengan WIUP minerallogam dan/atau batubara hanya dapat dilakukan 
setelah rnendapat rekomendasi dari Dircktur Jenderal dan 
mendapatkan pertimbangan dari pemegang IUP mineral logam 
dan/atau IUP batubara berdasarkan perjanjian pemanfaatan laban 
bersama" 

Senada dengan yang dlsampaikan kepala Dinas Pertambangan dan Energi 

Kabupaten Bulungan, menurut mantan Kepala Bidang Mineral dan Batubara 

periode 2015-2016 (Yusuf Minggu) Dinas Energi dan Sumbcr Daya Mineral 

Provinsi Kalimantan Utara : 

"sebenamya dalam pemrosesan WIUP dan lUP Batuan yang menjadi 
kendala utama adalah banyaknya persyaratan yang harus dilengkapi 
berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral 
dan Batubara, sehingga pada akhir tahun 2015 pemah dilakukan 
pertemuan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral se Indonesia di 
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, yang rata-rata daerah 
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meminta untuk penyederhanaan dalam persyaratan penzman IUP 
Batuan tetapi sampai sekarang belum terealisasi". 

Kemudian hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bidang Mineml 

dan Batubara (R Adi Hernadi IS), Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 

Provinsi Kalimantan Utara, beliaujuga mengungkapkan: 

"persyaratan dalam pemberian WIUP maupun !UP Batuan sama 
dengan persyaratan permohonan perizinan batubara, sehingga 
menyulitkan pemohon yang rata-rata masih kesulitan dalam 
melengkapi segala persyamtan permohonan WIUP terlebih lagi 
pemohon dari perorangan. Disamping itu lokasi pennohonan
permohonan WIUP yang sebagian besar bemda di Wilayah Usaha 
Pertambangan (WUP) dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) 
mineral logam dan/atau batubara, sehingga selain harus mendapat 
rekomendasi dari Direktur Jenderal juga harus mendapatkan 
pertimbangan dari pemegang !UP mineral logarn danlatau !UP 
batubara berdasarkan pe£janjian pemanfaatan laban bersama. 

Selain itu yang menyangkut masalah tata ruang yang juga harus mendapatkan 

rekomendasi dari Kabupaten/ Kota mengingat wilayah yang dimohonkan berada 

di Kabupaten/ Kota, sehingga dalarn pemrosesan pcrizinan membutuhkan waktu 

yang tidak sebentar dimana pemohon harus melengkapi segala persyaratan yang 

dibutuhkan untuk memperoleh WI UP dan !UP. 

Wawancara yang dilakukan dengan salah satu investor pertambangan batuan 

(Doni) yang melakukan beberapa proses permohonan penzman, juga 

mengungkapkan keluhannya : 

"banyaknya persyaralan yang harus dipenuhi, untuk proses penerbitan 
WIUP saja membutuhkan waktu yang cukup lama kurang lebih 1 0 
bulan, belum lagi kurangnya komunikasi antara instansi terkait, 
sebagai contoh persyaratan yang sudah lengkap di instansi teknis yang 
seharusnya sudah tinggal diproses di instansi perizinan, masih juga 
mengalami hambatan-hambatan teknis dalam kelanjutan 
pemrosesannya". 
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Wawancara dengan Kepala Bidang Pertambangan Umum (Amir Ardasyir), 

Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulungan, dalam memproses 

permohonan WflJP, selain herkoordinasi dengan pemohon tentang kelengkapan 

izin yang harus dilengk:api juga menindaklanjuti dengan melayangkan Surat ke 

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, sesuai dengan 

Sural Nomor 545/784/DPFJ2014 tanggal 8 September 2014 dan Nomor 

545/958/DPE/2014 tanggal 29 Oktoher 2014 tentang Rekomendasi Penerbitan 

Wilayab lzin Usaba Pertambangan (WJUP). Pada tanggal 18 Desemher 2014, 

Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulungan menerima Surat dari 

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 2185/30/DJB/2014, periha1 

Rekomendasi Pemberian W!UP Batuan Oleh Gubemur di Kabupaten Bulungan. 

lsi sural pada angka 2 herbunyi : 

"sesuai pasal 14 ayat I UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah bahwa Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 
bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan somber daya mineral 
dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi". Sehingga 
penerbitan Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten Bulungan menjadi 
kewenangan Gubemur Kalimantan Utara". 

Dari poin tersebut Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi 

dan Somber Daya Mineral menerangkan bahwa sejak terbitnya UU 23 Tahun 

2014, kewenangan dalam penerbitan izin WIUP sudah bukan wewenang 

Pemerintah Daerah Kabupaten lagi. Berikut data Wilayah Izin Usaha 

Pertambangan (WIUP) yang sudab terbit yang pemrosesannya sudab dilakukan 

oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara setelah terbitnya UU 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintah Daerah. 
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NO 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

II 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

Tabel4.3 
Data WIUP Batuan 

Lokasi Kab. Bulungan yang telah temit 

NAMA PERUSAHAAN/ PERORANGAN KOMODITAS 

PT. BRANT AS ABIPRAYA Andesit 

RISMAUL! LUMBAN RAJA TanahUrug 

RISMAULI LUMBAN RAJA Tanah Urug 

RISMAULI LUMBAN RAJA Tanah Urug 

PT. HARUSMAS AGRO UT AMA Gt-anit 

CV. BULUNGAN JAY A MANDIRI Tanah Urug 

PT_ PIPIT BULUNGAN JAY A Andesit 

PT. PlPITBULUNGAN JAVA Sirtu 

CV. TIMBUL BERSAMA Sirtu 

CV. ABIMANYU SELARAS Andesit 

CV. ABIMANYU SELARAS 

CV. BORNEO UT AMA Tanah Urug 

CV. TUNAS JAY A MANDIRI Sirtu 

CV. TRf PUTRI TUNGGAL PUTRA Sirtu 

CV. BULUNGAN SINAR LEST ARI Tanah Urug 

PT. BAHTRA INDAH JAYA Andesit 

. 
PT. PUTRA SUNGAI KAY AN Andesit 

PT. PULAU MAS PERKASA Andesit 

CV. PANfl SEDAYU APUNG Sirtu 

CV. AWALMAKMUR 

CV.ANDRES~JAYA TanahMerah 

PT SANGATA TAMBANG lNDONESlA Batu Gamping 

-
CV CHARLES KARYA Tanah Urug 
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28/04/2016 

28/04/2016 

28/04/2016 

25/04/2016 

25/04/2016 

25/04/2016 

28/04/2016 

25/04/2016 

25/04/2016 

16/04/2016 

25/04/2016 

25/04/2016 

16/04/2016 

25/04/2016 

25/04/2016 

25/04/2016 

01/08/2016 

01/08/2016 

OI/08/2016 

15/08/2016 

01/08/2016 
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24 AGUSMAHESA Sirtu 01/0812016 

25 CV WIRA SINAR ABADI Split 22/07/2016 

26 CV. PUTRA SERIANG Andesit Ol/08/2016 

27 CV ANAK BULUNGAN SUKSES Tanah Urug 01/08/2016 

28 CV ANAK BULUNGAN SUKSES Sirtu Ol/08/2016 

29 CV. SULTAN HASANUDIN TanahUrug 16/05/2016 

30 CV. BENUANTAJAYA Tanah Urug 07/06/2016 

31 CV. BULUNGAN JAYAMANDIRI Sirtu 25/04/2016 

32 PETRUS SUPAR Andesit 25/04/2016 

33 DJOKO SUS!LO Andesit 22/07/2016 

34 WIJAYA SUS!LO Tanah Urug 22107/2016 

35 PT. BATU HUAU INDONESIA Tanah Urug 01/08/2016 

36 BERLANT A GINTING Tanah Urug 

37 PT. KAY AN MAS CEMERLANG TanahUrug 12/10/2016 

38 PT. MAKMURJAYAPRESTASI Sirtu 15111/2016 

39 PT. KARBON KARTANEGARA Granit 30/12/2016 

40 CV_ RAHM:AT JAYA Andesit 30/12/2016 

41 PT. TAMBANG NASIONAL INDONESIA Tanah Urug 20/09/2016 

\c-~ 
Sumber: Dmas ESDM Prov. Ka/tara, Feb.20/7 

Data WiUP dalam tabel 4.3. diatas diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi 

Kalimantan Utara yang pemrosesan perizinannya ada yang di Dinas Energi dan 

Sumber Daya Mineral dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu 

Pintu, tetapi untuk penandatangan Surat Keputusan tetap satu pintu. Dari data 

WIUP yang dikcJuarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sesuai yang 

tertera dalam Tabel 4.3. pada bulan april2016 baru ada terbit WITJP dengan lokasi 

Kabupaten Bulungan, dengan demikian sejak terbitnya UU 23 Tahun 2014 
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tentang Pemerintahan Daerah tangga12 Oktober 2014, kurang lebih 18 (delapan 

belas) bulan baru ada terbit Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Batuan 

dengan lokasi Kabupaten Bulungan. Dari beberapa WIUP yang telah terbit 

tersebut belum semua yang mengajukan Izin Usaha Pertambangan (!UP) 

Eksplorasi, ini bisa karena persyaratan belum terpenuhi dan bisa juga 

ketidakmengertian dari pemohon, yang sebagian menganggap WIUP sudah 

merupakan izin untuk melaksanakan kegiatan, padahal menurut PP 23 T ahun 

2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha petambangan mineral dan batubara, 

Pasal 32 ayat I dan 3 berbunyi : 

"(l)Badan usaha, koperasi, atau perseorangan yang Ielah mendapatkan 
peta WIUP beserta batas dan koordinat sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 31 dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah 
penerbitan peta WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan harus 
rncnyampaikan permohonan IUP Eksplorasi kepada Menteri, 
gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya" 

"(3) Apabila badan usaha, koperasi. atau perseorangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I) dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja tidak 
menyampaikan pennohonan IUP, dianggap mengundurkan diri dan 
uang pencadangan wilayah menjadi milik Pemerintah atau milik 
pemerintah daerah." 

Dari data WI UP Batuan dengan Lokasi Kab. Bulungan yang telah terbit, baru I 0 

(sepuluh) perusahaan maupun perorangan yang telah mendapatkan lzin Usaha 

Pertambangan (!UP) Eksplorasi. Data dapat dilihat dalarn bentuk tabel 44 

dibawah ini. 
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Tabel4.4 
Data illP Eksplorasi Batuan 

Lokasi Kab. Bulungan yang telah terbit 

NO NAMA PERUSAHAAN KOMODITAS LUAS WILAYAH (HA) 

I ANDRESINDO JAY A, CV Tanah Urug 5,112 

2 BARTRA INDAH JAY A, PT Andesit 20,67 

3 BASSAMA MULIA, PT Batu Gamping 16,199 

4 BERLANT A GINTING Tanah Urug 3,566 

5 BULUNGAN SINAR LESTARI. CV TanahUrug 1,172 

6 PIPIT BULUNGAN JAY A, PT Andesit 91,19 

7 PUTRA SUNG AI KAY AN, PT Andesit 67,24 

8 RISMAULI LUMBAN RAJA Tanah Urug I 

9 RISMAULI LUMBAN RAJA Tanah Urug I 

10 RISMAULI LUMBAN RAJA Tanah Urug I 

Sumber: Vinas ESDM Prav. Kalwa, Feb.2017 

Dari data dalam tabel 4.4 diatas dapat dilihat minimnya Perusahaan ataupun 

Perorangan yang melanjutkan proses perizinan dikarenakan banyaknya 

persyaratan yang harus dipenuhi, sehingga dari sekian banyak yang mengajukan 

WJUP hanya sedikit yang sudah sampai ke tahap Izin Usaha Pertambangan (IUP) 

Eksplorasi. 

Dari uraian diatas dapat dilihat daJam memproses pennohonan perizinan 

yang masuk, masih diproses di dua instansi yaitu Dinas Energi dan Sumber Daya 

Mineral dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu, 

banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi sesuai UU 4 Tahun 2009 tentang 

Pertambangan Mineral dan Batubara beserta turunannya menyulitkan pengusaha 

dalam mengurus perizinan. untuk mempercepat proses perizinan seyogyanya 
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pemrosesan izin dilakukan oleh satu pintu yaitu Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Perizinan Satu Pintu dan rnelibatkan instansi terkait dalarn 

mempercepat pemrosesan perizinan sehingga tidak teijadi kebingungan oleh 

pemohon izin serta tidak membutuhkan waktu yang cukup lama. 

Minimnya komunikasi dan koordinasi diawal masa transisi dapat dilihat 

dalam pemrosesan pennohonan WIUP setelab terbitnya UU 23 Tabun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah, masih dilakukan oleh dua instansi yaitu Dinas 

Energi dan Sumber Daya Mineral dan Dinas Penanarnan Modal dan Pelayanan 

Perizinan Satu Pintu yang dulunya bemama Badan Penanarnan Modal Daerah dan 

Perizinan Terpadu. Jika komunikasi dan koordinasi berjalan dengan baik, hal ini 

bisa diminimalisir. Wawancara dengan Kepala Seksi Pengusahaan Mineral dan 

Batubara (Fery Ruruk Pasiakan) menyatakan: 

"diawal rnasa transisi sempat terjadi kebingungan dalam memproses 
permohonan WIUP yang masuk, karena selaln di Dinas Energi dan 
Sumber Daya Mineral ada juga yang bennohon di Kantor Badan 
Penanarnan Modal Daernh dan Perizinan Terpadu". 

Sebenamya sudah ada Peraturan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 43 Tahun 

2014 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 

T erpadu pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tetapi dalam Iampi ran 

peraturan gubernur tersebut hanya memproses permohonan Izin Usaha 

Pertambangan (IUP) Operasi Produksi, sehingga untuk pemrosesan permohonan 

WIUP dan IUP Eksplorasi ada yang masih diproses di Dinas Energi dan Sumber 

Daya Mineral. Hal ini dibenarkan oleh mantan kepala bidang mineral dan 

batubara, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (Yusuf Minggu), yang juga 

menyatakan bahwa : 
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"pada masa transisi pemrosesan izin dilakukan di dua instansi yaitu 
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dan Dinas Penanaman Modal 
dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu". 

Beliau juga tidak memungkiri saJah satu penyebabnya karena minimnya 

komunikasi dan koordinasi yang dilakukan antar dua instansi ini. 

Berikut terdapat data pennohonan-pennohonan WIUP yang masih dalam proses 

perizinan. yang perrnohonannya sudah ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Perizinan Satu Pintu dan kelengkapan persyaratanya diproses di Dinas Energi dan 

Sumber Daya mineral yang masih dalam proses melengkapi persyaratan, seperti 

yang tertuang dalam tabel dibawah ini : 

Tabel4.5 
Data Permohonan WIUP dan IUP Eksplorasi Batuan 

NAMA PERUSAHAAN/ 
NO KOMODITAS KETERANGAN 

PERORANGAN 

I CV. MUNlNG MANDIRI Andes it Eksplorasi 

2 CV.CAHAYASINDI JAYA Tanah Urug Eksplorasi 

-
3 HATING Tanah Urug WIUP 

4 CV. MITRA BANGUN ATULAI Tanah Urug WIUP 

r-s- PT. KARBON KART ANEGARA Granit Eksplorasi 

6 PT. NUSA BUM! SERJANG Tanah Urug Eksplorasi 

7 CV. WIRA SINAR ABADI Andes it WIUP 

. . 
8 CV. MAJU BERSAMA Tanah Urug W!UP 

9 CV. ABIMANYU SELARAS Tanah Urug Eksplorasi 

. 
10 CV. WANA LESTARI Tanah Urug Eksplorasi 

II PT PIPJTTANA TIDUNGJAYA Andesit WIUP 

-
Sumber. Dmas ESUM Prov. Kaltara. Feh.l0/7 
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Data dalam label 4.5 diatas merupakan data permohonan yang sudah diajukan ke 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan perizinan Satu Pintu, dimana untuk 

kelengkapan persyaratan sudah dilaksanakan oleh instansi teknis Dinas Energi dan 

Sumber Daya Mineral. Disini dapat dilihat sudah terhangunnya komunikasi dan 

koordinasi yang baik antara dua instansi dalam melakukan pemrosesan perizinan 

WIUP yang masuk. Wawancara dengan Kepala Bidang Penyelenggaraan Layanan 

Perizinan dan Non Perizinan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan perizinan 

Satu Pintu (faizal), mengemukakan bahwa : 

•\JaJam memproses permohonan WIUP dan Izin Usaha Pertambangan 
(IUP) dibentuk Tim Evaluasi Teknis Penyelenggaran Pelayanan 
Perizinan terpadu, untuk mengevaluasi kelengkapan persyaratan 
perizinan". 

Berdasarkan Peraturan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 43 Tahun 2014 

tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu 

pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, untuk pemrosesan Izin Usaha 

Pertambangan (HJP) Operasi Produksi di proses di instansi ini, sedangkan untuk 

pemrosesan WIUP dan IUP Ekplorasi masih meminta bantuan dari Dina'i Energi 

dan Sumber Daya Mineral, tetapi diawal-awal masa transisi memang masih ada 

pemrosesan WIUP yang dilakukan di Dinas Penanarnan Modal dan Pelayanan 

Perizinan Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara. Diungkapkan kembali oleh 

Kepala Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan dan Non Perizinan (faizal): 

"Dalam waktu yang tidak terlalu lama akan dilakukan revisi dari 
Peraturan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 43 Tahun 2014 tersebut 
sehingga untuk semua pemrosesan perizinan mulai dari pennohonan 
WIUP, IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produkst dilaksanakan oleh 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pmtu Provinsi 
Kalimantan Utara". 
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Dalam memproses pennohonan Izin Usaha Pertambangan (!UP) Batuan, 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Provinsi Kalimantan 

Utara berpedoman pada pentiUrnn perundang-undangan pertambangan mineral 

dan batubara beserta turunannya dan khusus pemberian lzin Usaha Pertambangan 

(!UP) Operasi Produksi Batuan telah temit Peraturan Gubemur Kalimantan Utara 

Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan 

Mineral Bukan Logam dan Batuan di Provinsi Kalimantan Utara. Wawancara 

dengan stafteknis Kasi Perizinan (Hery Yansen), mengingat untukjabatan Kepala 

Seksi Perizinan yang menangani perizinan bidang sumber daya mineral masih 

kosong, diiungkapkan oleh beliau : 

"dalam masa transisi atau setelah terbitnya UU 23 Tahun 2014 
pemrosesan pemberian WIUP ada diproses di Dinas Penanarnan 
Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu". 

Dibawah ini daftar Perusahaan ataupun perorangan yang pemrosesan perizinan 

WIUP diproses di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu 

Provinsi Kalimantan Utam : 

NO 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

Tabel4.6 
Data WIUP Lokasi Kab. Bulungan Yang Proses Perizinannya 

di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu 

NAMA PERUSAHAAN/ PERORANGAN KOMODITAS 
TANGGAL 

TERBIT SK 

PETRUS SUP AR Andesit 28/04/2016 

RISMAULI LUMBAN RAJA TanahUrug 25/04/2016 

RlSMAULI LUMBAN RAJA Tanah Urug 25/04/2016 

RISMAULI LUMBAN RAJA Tanah Urug 25/04/2016 

PT. HARUSMAS AGRO UT AMA Granit 25/04/2016 

-

CV. BULUNGAN JA YA MANDrRI Tanah Urug 25/04/2016 

-
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7 CV. BULUNGAN JAY A MANDIRI Sirtu 25/04/2016 

8 PT. PIPIT BULUNGAN JAVA Andesit 25/04/2016 

9 CV TIMBUL BERSAMA Sirtu 28/04/2016 

10 CV AMALIAH Sirtu 25/04/2016 

II CV. TUNAS JAVA MANDIRI Sirtu 28/04/2016 

12 CV. ABIMANYU SELARAS Ba!Uan 25/04/2016 

13 CV.AB~~SELARAS Sirtu 25/0412016 

14 CV. ABIM~ SELARAS Sirtu 25/04/2016 

15 CV TRI PlJfRI TUNGGAL PlJfRA Sirtu 25/04/2016 

16 CV. BULUNGAN SINARLESTARI Tanah Urug 16/05/2016 

17 CV. BORNEO lJfAMA Tanah Urug 16/05/2016 

18 CV BENUANTARAYA Tanah Urug 07/06/2016 

19 PT. BAIITERA INDAHJAYA Andes it 25/04/2016 

20 PT_ PULAU MAS PERKASA Andesit 25/04/2016 

21 PT PUTRA SUNGAI KAY AN Andesit 25/04/2016 

22 CV. SULTAN KASIMUDIN TanahUrug 16/05/2016 

. Sumber : Dmas Penanaman Modal dan Pe/ayanan PerlZlnan Sahl Pmtu, Maret 2017 

Dari tabel diatas dalarn masa tmnsisi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Perizinan Satu Pintu ada memproses perizinan Wilayah Izin Usaha Pertambangan, 

jika dilihat dari jumlah WIUP Batuan yang terbit di Kabupaten Bulungan (Tabel 

4.3) hampir setengahnya diproses di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Perizinan Satu Pintu dan sisanya diproses oleh Dinas Energi dan Sumber Daya 

Mineral, tetapi produk Surat Keputusan dikeluarkan sama oleh Biro Hukum 

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang ditandatangani oleh Gubernur 

Provinsi Kalimantan Utara. Berikut data IUP Operasi Produksi Batuan yang telah 

diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu 
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Provinsi Kalimantan Utara, sejak terbitnya UU 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, seperti yang tertera dalam Tabel dibawah ini : 

Tabel4.7 
Data illP Operasi Produksi Batuan 

Lokasi Kab. Bulungan yang Ielah terbit 

NO NAMA PERUSAHAAN KOMODITAS LUAS WILAYAH (HA) 

1 BRANT AS ABIPRA Y A, PT - MAH1R 
Andesit 

JAYA MAHAKAM RAY A, PT 
13 

2 HAMZAH ALIAS BUDI Tanah Urug 0,31 

3 PUTRA SERIANG, CV Andes it 14,5 

4 TIMBUL BERSAMA Sirtu 0,5 

5 TRI PUTRI TUNGGAL PUTRA CV Sirtu 0,5 

6 TUNAS JAYA MANDlRI, PT Sirtu 0,5 

Sumber . Dma5 Penanaman Modal dan Pe/ayanan Permnan Satu Pmtu. Maret 2017 

J ika dilihat data dalam tabel 4. 7 diatas, san gat sedikit sekali perusahaan maupun 

perorangan yang sampai ke tabap !UP Operasi Produksi. lni bisa dikarenakan 

banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi. Dari data Perusahaan maupun 

perorangan yang memiliki !UP Eksplorasi dalam Tabel4.4. hanya 6 (enam) yang 

memiliki atau mendapatkan Izin Usaha Pertambangan {lUP) Operasi Produksi 

dengan lokasi Kabupaten Bulungan, sejak terbitnya UU 23 Talmo 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah. Dari uraian diatas, komunikasi dan koordinasi antar 

instansi dalam pemberian WIUP maupun izin usaha pertambangan (IUP) sangat 

penting dan mutlak harus dilaksanakan. Minimnya komunikasi dan koordinasi 

akan menyebabkan lambatnya pemrosesan izin usaha pertambangan di 

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. 
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Terbitnya UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mencabut 

kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang sumber daya minera1 salah satunya pemberian izin usaha 

pertambangan (WP), menyebahkan kebingungan oleh para pelaksana kebijakan. 

Menjawab kebingungan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Provinsi dengan 

terbitnya UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada tanggal 16 

Desember 2014 untuk yang pertama kali keluarlah Sural Sekretaris Jenderal 

Kementerian ESDM Nomor 2115/30/SDB/2014, periha1 Kewenangan 

Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, angka 3 huruf a yang berbunyi: 

«Terkait dengan pennohonan, Perubahan IUP Eksplorasi mineral 
bukan logam atau batuan antarn lain terkait jangka waktu dan /atau 
perubahan saham, pennohonan WIUP mineral bukan logam atau 
batuan, pennohonan RIP mineral bukan logam atau batuan termasuk 
perpanjangan !UP serta peningkatan !UP Eksplorasi mineral bukan 
logam atau batuan menjadi IUP Operasi Produksi mineral bukan 
logam atau batuan. Yang diajukan kepada Bupati/Walikota oleh 
pemohon WWP/IUPIIPR dan pemegang IUP/IPR sebelum tanggal 2 
Okober 2014 dan telah diproses oleh dinas teknis daerah 
Kabupaten/Kota, maka dapat ditandatangani o1ch Bupatil Wa1ikota 
setelah tanggal 2 Oktober 2014 sesuai UU No. 4 Tahun 2009. 

Wawancara dengan Kepala Bidang Pertambangan Umwn (Amir Ardasyir), 

menyatakan : 

"dari surat Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM ini sebenamya 
Pemerintah Daerah Kabupaten masih bisa menerbitkan izin yang 
sudah diproses sampai dengan kelengkapan persyaratannya selesai". 

Pada tanggal 16 Januari 2015 Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

mengeluarkan Surat Edaran dengan Nomor 120/253/SJ Tentang Penyelenggaraan 

Urusan Pemerintahan Setelah Ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemcrintahan Daerah, pada angka 3 yang berbunyi : 
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"Khusus penyelenggaraan penzman dalam bentuk pemberian atau 

pencabutan izin dilaksanakan oleh susunan/tingkatan pemerintahan 
sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan konkuren sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dengan 

mengutamakan kecepatan dan kemudahan proses pelayanan perizinan 
serta mempertimbangkan proses dan tahapan yang sudah dilalui". 

Dilanjutkan oleh (Amir Ardasyir) : 

"Dalam Sural Edaran ini juga pada dasamya Pemerintah Kabupaten 
dapat menyelesaikan penerbitan izi~ mengingat proses dan tahapan 
yang sudah dilalui tetapi Pemerintah kabupaten juga tidak: ingin 
mengambil resiko dalam melanjutkan pemrosesan permohonan yang 
masuk sebelum terbitnya UU 23 Tahun 2014 agar tetap dilaksanakan 
di Kahupaten". 

Berbeda dengan Kepala Bidang Pertambangan Umum (Amir Ardasyir), 

mantan kepala bidang mineral dan batubara Dinas ESDM (Hartono) 

menyebutkan, bahwa sesuai UU nom or 23 tahun 2014 telah memberikan 

wewenang izin tambang yang berlaku mulai 2 Oktober 2014 itu, telah mencabut 

kewenangan bupati/walikota menerbitkan izin tambang, pencabutan tersebut 

ditujukan kepada provinsi dan pusat. 

'"Jadi, sejak 2 Oktober 2014 kewenangan izin tersebut terdapat di 
provinsi dan pusat," irnbuhnya (www.korankaltim.com). 

Jadi menurut beliau sejak terbitnya UU 23 Tahun 2014 kewenangan Kabupeten 

sudah tidak ada lagi dalam pelaksanan tugas di bidang sumber daya mineraL 

Terkait Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 

2185/30/DJB/2014 tanggal 18 Desember 2014 perihal Rekomendasi Pemberian 

WIUP Batuan Oleh Gubernur, Surat Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM 

Nomor 21\5/30/SDB/2014 tanggal 16 Desember 2014, perihal Kewenangan 

Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara serta Surat Edaran Menteri 
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Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Nomor 1201253/SJ tanggal 16 Januari 

2015, Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Setelah Ditetapkan 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dinas 

Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulungan menyikapi dengan mengalihkan 

semua permohonan Wilayah lzin Usaha Pertambangan (WnJP) yang sudah 

diproses di Kahupaten Bulungan ke Provinsi Kalimantan Utara, sesuai dengan 

Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulungan Nomor 5451 

IDPE-112015 tanggal 22 Januari 2015 perihal Penyampaian Permohonan WlliP 

kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara cq. Dinas Energi dan Sumber Daya 

Mineral. Dengan penyerahan tersebut Dinas Pertarnbangan dan Energi Kabupaten 

Bulungan sudah tidak lagi memproses permohonan WIUP dan !UP yang diajukan 

ke Dinas Pertambangan dan Energi Kahupaten Bulungan, selanjutnya segala 

perrnohonan WIUP dan niP yang masuk ke Dinas Pertambangan dan Energi 

Kabupaten Bulungan diarahkan untuk melakukan permohonan ke Pemerintah 

Provinsi Kalimantan Utara. 

Langkah yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan dalam hal ini 

Dinas Pertambangan dan Energi dengan mengalihkan proses penerbitan izin ke 

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utarn sudah cukup tepat, ini terbukti dengan 

adanya Surat Gubemur Provinsi Kalimantan Utara Nomor 540/172/ESDM-

Illll/2015 perihal Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan 

Sumber Daya Mineral (terlampir) yang pada angka tiga huruf c menyebutkan: 

"Permohonan IUP Mineral Non Logam/ Batuan baik yang barn, 
peningkatan maupun perpanjangan agar diajukan ke Pemerintah 
Provinsi Kalimantan Utara dengan persyaratan lengkap". 
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Pada tanggal 30 April 2015 keluar lagi Surat Edaran Direktur Jenderal ESDM 

Nomor 04.E/30/DJB/2015, tentang Penyelengaraan Urusan Pemerintahan di 

Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Setelah Berlakunya Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam angka I yang 

berbunyi : 

"Bupati/ Walikota tidak lagi mempunyai kewenangan dalam 
penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pertambangan 
mineral dan batubara terhitung sejak tanggal 2 Oktober 20 14" 

Surat edaran ini mempertegas lagi bahwa Bupati!Walikota tidak lagi mempunyai 

kewenangan dalam penyelengaraan urusan pemerintahan di bidang pertambangan 

mineral dan batubara terhitung sejak tanggal 2 Oktober. Dengan berlakunya UU 

Nomor 23 Tahun 2014, maka pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 

2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Nomor 4 Tahun 2009) 

beserta peraturan pelak:sanaannya yang mengatur kewenangan Bupati/Walikota 

tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sarnpai pada Surat Edaran Direktur 

Jenderal ESDM Nomor 04.E/30/DJB/2015 ini, mempeijelas lagi proses 

pemberian lzin Usaha Pertambangan sudah jelas menjadi kewenangan Pemerintah 

Daerah Provinsi dan Bupati tidak lagi mempunyai kewenangan dalam 

penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan 

batubara terhitung sejak tangga12 Oktober 2014. 

Untuk memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha kepada 

pemegang lzin Usaha Pertambangan (IUP) mineral dan batubara, Gubemur dan 

Bupati/Walikota segera melakukan koordinasi terkait dengan penyerahan 

dokumen IUP mineral dan batubara dalam rangka Penanaman Modal Dalam 
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Negeri yang telah dikeluarkan oleh bupati/walikota sebelum berlakunya UU 

Nomor 23 Tahun 2014 sebagai tindak lanjut pengaliban kewenangan 

penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan 

batubara kepada Gubemur sebgaimana dimaksud dalam UU Nomor 23 Tahun 

2014. 

Untuk menjaga stabilitas pelayanan selanjutnya Menteri Dalam Negeri 

mengelurukan kembali Sural Edaran Nomor 120/5935/SJ tanggal 16 Oktober 

2015 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pengalihan Urusan Berdasarkan Undang

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (terlampir), yang 

intinya untuk segera melakukan percepatan pengalihan urusan berdasarkan 

Undang-undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah, baik itu 

personel, sarana dan prasarana, pendanaan dan dokrnnen. 

Dari uraian diatas bahwa masih tetjadi kebingungan oleh para pelaksana 

kebijakan diawal terbitnya UU 23 Tahun 2014. Sikap para pelaksana sangatlah 

menentukan keberhasilan implementasi kebijakan pemberian Wilayah Izin Usaha 

Pertambangan (WIUP) dan izin usaha pertambangan (!UP), para pelaksana ini 

merupakan ujung tornbak keberhasilan dari implementasi kebijakan pemberian 

izin usaha pertambangan di Provinsi Kalimantan Utara. 

Terbitnya UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tanggal 2 

Oktober 2014, secara langsung berpengaruh terhadap lingkungan sosial, ekonomi 

dan politik. Perubahan kewenant;,l3Jl membuat tetjadinya kebingungan bagi 

pelaksana kebijakan, investor dan masyarakat yang bergerak di bidang 

pertambangan batuan dalam membuat 1zin, sehingga memicu maraknya 
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pertambangan tanpa izin di Kabupaten Bulungan, yang akhimya menimbulkan 

dampak yang luas dilingkungan sosial, ekonomi dan politik. Pemerintah Provinsi 

Kalimantan Utara juga merasakan dampak yang ditimbulkau sejak terbitnya UU 

23 Tabun 2014 ini. Wawaucara dengan Kepala Seksi Pengusabaan mineral dan 

Batubara, menyatakan di Kabupaten Bulungau banyak terjadi praktek 

penambangan batuan tanpa izin. Senada dengan yang beliau sampaikan dalam 

wawancara dengan Tribun pada tanggall3 Januari 2016: 

"Melalui Kepala Seksi Pengusabaan Bidang Pertambangan Umum, 
Dinas ESDM Kaltara, Fery Ruruk Pasiakan mengatakan di berbagai 
tempa~ termasuk di wilayab Kabupaten Bulungan terjadi praktek 
tambang batuan pasir galian tanpa ada izin. Sekarang mulai kami 
tegur, karni akan tertibkan. Selama ini kami biarkan karena kami 
masih mengalami masa transisi. Ada peralihan wewenang dari 
kabupaten kota ke provinsi (Tribun 15 Januari 2016)". 

Hal ini dibenarkan oleh mantan kepala bidang pengusahaan mineral dan batubara 

peri ode Tabun 2015-20 16 (Yusuf Minggu) yang mengatakan : 

.. masih banyaknya tambang batuan yang ilegal, yang beropcrasi tanpa 
rnemiliki izin di Kabupaten Bulungan". 

Para pelaku usaha penambangan batuan sebelumnya telah diberi tempo tiga 

bulan untuk melengkapi perizinan, hingga 11 April 2016. Kapolres 

Bulungan Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Ahmad Sulaiman, dalam 

wawancara dengan tribun kaltim menyatakan meminta pengusaha yang belum 

mengantongi izin untuk menyetop aktivitas penarnbangan batuan dan pasir di 

wilayah Kabupaten Bulungan, "Dipersilakan dilanjutkan setelah Izin Usaha 

Pertambangan (!UP) diterbitkan," tegas Kapolres. (Tribun Kaltim, 14/4/2016) 

Bahkan langkah tegas dilakukan Kapolres dengan mengeluarkan maklumat 
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Nomor Mak/01/IV/2016 tentang Konsekuensi Aktivitas Penambangan Gahan 

Batuan (Gal ian C) Tanpa Izin di Wilayab Kabupaten Bulungan. 

Sejak keluamya maklumat dari Kapolres Bulungan, tentang konsekuensi 

penambangan batuan tanpa izin di wilayab Bulungan, Dinas Pendapatan Daerab 

(Dispenda) Kabupaten Bulungan tak lagi menarik retribusi kepada para pelaku 

usaha tambang batuan. kecuali yang sudah mengantongi izin. Dengan dernikian 

pendapatan daerab mengalami penurunan. Kepala Dispenda Bulungan P. 

Tumanggor mengungk:apkan, selama ini meski tidak mengantongi izin, karena 

aktivitas tambang tersebut dalam aturannya wajib membayar retribusi atau pajak, 

maka mereka tetap ditarik retribusi. 

"Memang sebelumnya kita tarik retribusi karena pada dasamya pajak 

itu memaksa. Hal ini sudah sesuai ketentuan. Soal perizinan, kan 
bukan kewenangan kami. Hanya saja sejak adanya maklumat itu, kami 
memang sudah tidak menarik {pajak) lagi," ungkap 
Tumanggor,(www.korankaltim.com) 

Selain itu wawancara beliau dengan tribun kaltim juga mengungkapkan : 

NO 
I 
2 
3 

"Memang, kami tidak tagih yang tidak memiliki izin itu. T eta pi 
sebenamya konsep itu boleh. Karena pajak sifatnya memaksa. Tetapi 
kami takut menjadi temuan di kemudian hari. Artinya takut dijadikan 
alat oleh pengusaha yang belum memiliki izin," bebemya, Jumat 
(15/4/2016). 

Tabel4.8 
Data Real isasi Pajak Batuan 

Kabupaten Bulungan 

--
Tahun Realisasi Pa_iak 
2014 Ro. 1.239.673.420 
2015 Rp. 1.732.223.976,40 
2016 Ro. 3.885.997.490,40 

Total R~. 6.857.894.886~1!()_ 
Sumber: D1spenda Kah. Bulungan, 20/7 
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Wawancara dengan pegawai Dispenda Kabupaten Bulungan (Ismail 

Abdullah) mengungkapkan : 

"Realisasi pajak sebenamya bisa lebih tinggi jika perusabaan maupun 
masyarakat yang bergerak di bidang pertambangan batuan memiliki 
izin pertambangan". 

Jumlah pendapatan daerab dari sektor pajak batuan tersebut (label 4.8) paling 

besar didapatkan dari satu perusahaan batuan yang memiliki izin yang sudah 

beroperasi jauh sebelum terbitnya UU 23 Tahun 2014. Pada tahun 2016 ada 

kenaikan yang cukup signifikan, ini dikarenakan mulai banyaknya kegiatan 

proyek di lingkungan Provinsi Kalimantan Utara, yang menggunakan material 

batuan sehingga pajak batuan dapat ditarik langsung ke pemilik kegiatan (proyek). 

Dari basil wawancara, data dan pengamatan yang dilakukan, terbitnya UU 23 

Tahun 2014 berpengaruh signifikan terhadap lingkungan sosial, ekonomi dan 

politik. Ini dapat dilihat dari maraknya pertambangan tanpa izin, berkurangnya 

realisasi sumber pendapatan asli daerab Kabupaten Bulungan dan hilangnya 

kewenangan di tingk:at Kabupaten daJam pemberian izin usaha pertambangan 

selain itu juga dampak: dirasakan oleh Pernerintah Provinsi Kalimantan Utara 

dalam menangani pelayanan di bidang energi dan somber daya mineral seperti 

kekurangan anggaran, sumber daya maupun pemahaman akan pelaksanaan 

kebijakan. 

2. Faktor Yang Mempengaruhi Proses Implementasi Kebijakao Pemberian 
Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batuan 

Dari hasil penelitian di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulungan, 

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Penanarnan Modal dan Pelayanan 
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Perizinan Satu Pintu serta investor, peneliti mengambil em pat faktor yang 

mempengaruhi jalannya proses implementasi kebijakan pemberian izin usaha 

pertambangan (IUP) Di Provinsi Kalimantan Utara sejak terbitnya UU 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah, empat faktor ini peneliti anggap sebagai 

faktor dominan yang mempengaruhi proses pemberian izin usaha pertambangan di 

Provinsi Kalimantan Utara. Faktor-faktor ini juga merupakan variabel 

irnplementasi kebijakan dari teori Van Meter dan Van Hom, yaitu: 

a) Faktor Karakteristik Organisasi Pelaksana 

Pelaksanaan implementasi kebijakan pemberian Jztn usaha pertambangan 

diawal setelah terbitnya UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

dilakukan oleh dua instansi yaitu Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral serta 

Dinas Penanaman Modal dan Pe1ayanan Perizinan Satu Pintu. Hal ini 

menyebabkan proses perizinan membutuhkan waktu yang lama dan terjadi 

kebingungan oleh pemohon izin. Seperti yang diungkapkan Kepala Seksi 

Pengusahaan Mineral dan Batubara, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 

Provinsi Kalimantan Utara dalarn wawancara dengan peneliti : 

"perlunya penyesuaian dalarn melaksanaan pemrosesan permohonan
permohonan WIUP Batuan yang masuk. Inl dapat dilihat diawal masa 
transisi da1am pemrosesan permohonan WIUP masih dilakukan oleh 
dua instansi yaitu Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dan Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu". 

Selanjutnya dalam wawancara dngan Kepala Bidang Penyelenggaraan 

Layanan Perizinan dan Non Perizinan (Faizal), Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Perizinan Satu Pintu, Provinsi Kalimantan Utara menjelaskan : 

"Dalarn waktu yang tidak terlalu lama akan dilakukan revisi dari 
Peraturan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 43 Tahun 2014 tersebut 
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sehingga untuk semua pemrosesan perizinan mulai dari pennohonan 
WIUP, !UP Eksplorasi dan !UP Operasi Produksi dilaksanakan oleh 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Provinsi 
Kalimantan Utara". 

Melihat dari basil penelitian, dapat disimpulkan sementara bahwa faktor 

karakteristik organisasi pelaksana merupakan salah satu faktor keberhasilan 

implementasi kebijakan pemberian izin usaha pertambangan (IUP) di Provinsi 

Kalimantan Utara. 

b) Sumber Daya 

Sumber daya memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan 

keberhasilan implementasi kebijakan pemberian izin usaha pertambangan (!UP) di 

Provinsi Kalimantan Utara. Surnber daya tersebut antara lain sumber daya 

manusia, surnber daya waktu dan dukungan surnber daya finansial. Seperti yang 

diungkapkan dalam wawancara dengan KepaJa Seksi Pengusahaan Mineral dan 

Batubara, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral : 

"Kekurangan akan Surnber Daya Manusia juga menjadi penyebab 
lambannya pernrosesan pennohonan penzman, dengan 
dilimpahkannya kewenangan dari Kabupaten! Kota ke Provinsi, 
otomatis pelayanan perizinan di bidang sumber daya mineral untuk 
semua Kabupaten/ Kota yang berada di Provinsi Kalimantan Utara 
menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam 
hal ini Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan 
Utara, sehingga kebutuhan Sumber Daya Manusia sangat diperlukan 
dalam membantu pelayanan publik". 

Sejalan yang disampaikan oleh Kepala Seksi Pengusahaan Mineral dan 

Batubara Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (Fery Ruruk Pasiakan), dalam 

wawancara dengan Kepala Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan dan Non 

119 

43146.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



penzman. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu pintu juga 

mengungkapkan: 

"perlunya Sumber Daya Manusia (SDM) Teknis untuk ditempatkan di 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Provinsi 
Kalimantan Utara sehingga dapat membantu, mempercepat serta 
mempennudah proses pelayanan kepada investor pertarnbangan". 

Kesimpulan sementara bahwa sumber daya menjadi faktor yang penting 

dalam keberhasilan implementasi kebijakan di bidang sumber daya mineral salah 

satunya dalam pemberian izin usaba pertambangan (!UP). Selain itu tidak dapat 

dipungkiri sumber daya waktu dan finansial juga turut menunjang keberhasilan 

implernentasi kebijakan. 

c) Komunikasi Antar Organisasi 

Diawal pelaksananaan kebijakan pemberian izin usaba pertambangan (!UP) 

batuan setelah terbituya UU 23 Tahun 2014, tidak dapat dipungkiri masih adanya 

perbedaan pemahaman dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Kurangnya 

komunikasi dan koordinasi menjadi penyebab terjadinya pemrosesan izin 

dilaksanakan di dua instansi. Seharusnya permohonan memang dilakukan di 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu pintu kemudian setelah itu 

meminta pertimbangan dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai 

kelengkapan persyaratan, kenyataannya masing-masing instansi memproses 

pennohonan, tetapi tetap keluarnya surat keputusan satu pintu melalui Biro 

Hukum Se.kretariat Provinsi Kalimantan Utara. 

Sesuai dengan apa yang disampaikan Kepala Seksi Pengusahaan Mineral dan 

Batubara (Fery Ruruk Pasiakan) menyatakan : 
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"diawal masa transisi sempat teJjadi kebingungan dalam memproses 
pennohonan WIUP yang masuk, karena selain di Dinas Energi dan 
Sumber Daya Mineral ada juga yang bermohon di Kantor Badan 
Penanaman Modal Daerah dan Perizinan Terpadu". 

Hal ini dibenarkan oleh mantan kepala bidang mineral dan batubara, Dinas Energi 

dan Sumber Daya Mineral (Yusuf Minggu) periode rabun 2015-2016, yang juga 

menyatakan bahwa : 

«pada masa transisi pemrosesan izin dilakukan di dua instansi yaitu 
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dan Dinas Penanarnan Modal 
dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu". 

Kesimpulan sementara, untuk kelengkapan persyaralan dalarn Pemberian Jzin 

Usaha Pertambangan (!UP) di Provinsi Kalimantan Utara, melibatkan beberapa 

instansi terkait, sehingga faktor komunikasi dan koordinasi ini menjadi faktor 

yang sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan pemberian izin 

usaha pertambangan (!UP) di Provinsi Kalimantan Utara. 

d) Disposisi atau Sikap Para Pelaksana 

TeJjadinya kebingungan di agen pelaksana baik Pernerintah Daerah 

Kabupaten maupun Provinsi dalam mengimplementasikan kebijakan pemberian 

izin usaha pertambangan sejak terbitnya UU 23 Tahun 2014 tanggal 2 Oktober 

2014. Sesuai Surat Gubemur Provinsi Kalimantan Utara Nomor 540/172/ESDM-

I/III/2015 perihal Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan 

Sumber Daya Mineral (terlarnpir) yang pada angka tiga huruf c menyebutkan : 

"Permohonan IUP Mineral Non Logam/ Batuan baik yang baru, 
peningkatan maupun perpanjangan agar dlajukan ke Pemerlntah 
Provinsi Kalimantan Utara dengan persyaratan 1engkap". 
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Serta Sural Edaran Direktur Jenderal ESDM Nomor 04.E/30/DJB/2015, tentang 

Penyelengaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan Mineral dan 

Batnbara Setelab Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, dalam angka I yang berounyi : 

'"Bupati/ Walikota tidak lagi mempunyai kewenangan dalam 
penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pertambangan 
mineral dan batnbara terhitnng sejak tanggal2 Oktober 2014" 

Berkaitan hal tersebut Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulungan 

sudah tidak memproses permohonan perizinan yang masuk dan melimpahkan ke 

Pemerintah Provinsi. Di Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara masih diproses 

oleh dua instansi sehingga menyebabkan proses rnembutuhkan waktu yang lama. 

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan sementara, bahwa keberhasilan 

implementasi kebijakan pemberian izin usaha pertambangan, tidak terlepas dari 

faktor sikap para pelaksana dalam menjalankan proses kebijakan yang baru. 

3. Dampak yang ditimbulkan sejak dimplementasikannya kebijakan 
pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batuan berdasarkan UU 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bagi masyarakat Kabupaten 
Bulungan dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara 

Dari uraian hasil penelitian, maka dampak: yang timbul dari proses 

implementasi kebijakan pemberian izin usaha pertambangan batuan di Kabupaten 

Bulungan sejak terbitnya UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah antara 

lain: 

a) Lingkungan Sosial 

Lambatnya pemrosesan perizinan pemberian izin usaha pertambangan sejak: 

terhitnya UU 23 Tahun 2014 berdampak maraknya pertambangan tanpa izin 

(PET!) di Kabupaten Bulungan. Seperti diketahui dampak dari pertambangan 
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tanpa izin dapat merusak lingkungan hidup ataupun dapat memicu konflik sosial. 

Hal ini dibenarkan saat wawancara dengan Kepala Seksi Pengusahaan mineral 

dan Batubara yang menyatakan di Kahupaten Bulungan banyak terjadi praktek 

penambangan batuan tanpa izin". Senada dengan yang beliau sampaikan dalam 

wawancara dengan Tribun pada tanggal 13 Januari 2016: 

"Melalui Kepala Seksi Pengusahaan Bidang Pertambangan Umum, 
Dinas ESDM Kaltara, Fery Ruruk Pasiakan mengatakan di berbagai 
tempat, termasuk di wilayah Kabupaten Bulungan terjadi praktek 
tambang batuan pasir galian tanpa ada izin. Sekarang mulai kami 
tegur, kami akan tertibkan. Selarna ini kami biarkan karena kami 
masih mengalami masa transisi. Ada peralihan wewenang dari 
kabupaten kola ke provinsi (Tribun 15 Januari 2016)". 

Selain itu hal ini juga dibenarkan oleh mantan kepala bidang pengusahaan mineral 

dan batubara periode Tahun 2015-2016 (YusufMinggu) yang mengatakan: 

"masih banyaknya tambang batuan yang ilegal, yang beroperasi tanpa 
memiliki izin di Kabupaten Bulungan". 

Di Kabupaten Bulungan sempat terjadi kekosongan bahan material 

pembangunan dari sektor batuan ini, karena kegiatan pertambangan tanpa izin 

distop oleh pihak kepolisian karena sudah dilakukan peringatan sebelumnya untuk 

menghentikan kegiatan bagi yang bel urn memiliki izin. 

"Dipersilakan dilanjutkan setelah Izin Usaha Pertambangan (!UP) 
diterbitkan," tegas Kapolres, Tribun Kaltim Kamis (14/4/2016). 

Bahkan langkah tegas dilakukan Kapolres dengan mengeluarkan maklumat 

Nomor Mak/01/IV/2016 tentang Konsekuensi Aktivitas Penambangan Galian 

Batuan (Gahan C) Tanpa Izin di WilayahKabupaten Bulungan. 

Dari uraian diatas disimpulkan sementara, implementasi kebijakan pemberian 

izin usaha pertambangan batuan di Kabupaten Bulungan yang rnemakan waktu 
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lama dapat menimbulkan dampak ke lingkungan sosial salah satunya maraknya 

pertambangan tanpa izin (PETI). 

b) Dampak Ekonomi 

Implementasi kebijakan pemberian izin usaha pertambangan batuan sejak 

terbitnya UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah secara langsung 

berdampak pada pendapatan asli daerah Pemerintah Kabupaten Bulungan 

mengingat banyaknya pertambangan tanpa izin. Hal tersebut diakui Kepala Dinas 

Pendapatan Daerah, Kahupaten Bulungan (P. Tumanggor) lantaran masih terdapat 

aktivitas penambangan galian C (batuan ), namun tidak memiliki izin dari 

pemerintah, dampaknya Pendapatan Asli Daerah yang diharap dari sektor 

tersebut, belum signifikan (dalam wawancara dengan tribun kaltim): 

"Memang, kami tidak tagih yang tidak memiliki izin itu. T eta pi 
sebenamya konsep itu boleh. Karena pajak sifatnya memaksa. Tetapi 
kami takut menjadi temuan di kemudian hari. Artinya takut dijadikan 
alat oleh pengusaha yang belum memiliki izin," bebemya, J umat 
(15/4/2016). 

Sejak keluarnya maklurnat dari Kapolres Bulungan, tentang konsekuensi 

penambangan batuan tanpa izin di wilayah Bulungan, Dinas Pendapatan Daerah 

(Dispenda) Kabupaten Bulungan tak lagi menarik retribusi kepada para pclaku 

usaha tambang batuan, kecuali yang sudah mengantongi izin. Dengan demikian 

pendapatan daerah mengaJami penurunan. Kepala Dispenda Bulungan P. 

Tumanggor mengungkapkan, selama ini meski tidak mengantongi izin, karena 

aktivitas tambang tersebut dalam aturannya wajib membayar retribusi atau pajak, 

maka mereka tetap ditarik retribusi. 
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"Memang sebelumnya kita tarik retribusi karena pada dasamya pajak 
itu memaksa. Hal ini suda.h sesuai ketentuan. Soal perizinan, kan 
bukan kewenangan karni. Hanya saja sejak adanya maklumat itu, karni 
memang sudab tidak menarik (pajak) lagi," ungkap 
Tumanggor,(www.korankaltim.com) 

Dari uraian diatas disimpuJkan sementara proses pemberian izin usaha 

pertambangan batuan yang cukup lama dapat meningkatkan pertambangan tanpa 

izin yang berdampak pa.da sektor ekonomi Pemerintah Kabupaten Bulungan yaitu 

penurunan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak hatuan. 

c) Dampak Politik 

Terbitnya UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tanggal 2 

Oktober 2014, sudah tidak memherikan kewenangan lagi kepada Pemerintah 

Kabupaten dalam urusan bidang somber daya mineral. Pemerintah Kabupaten 

yang selama ini memproses perizinan usaha pertambangan sudah tidak ada 

kewenangan sama sekali, semua menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan 

pusat. sesuai dengan pasall4 ayat I UU 23 Tahun 2014, berbunyi: 

"Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, 
serta energi dan somber daya mineral dibagi antara Pemerintah 
Pusat dan Daerah provinsi". 

Sempat teljadi kebingungan dalarn mengimplementasikan kebijakan pemberian 

izin usaha pertambangan, karena tidak adanya petunjuk pelaksanaan dari UU 

tersebut. Terbitnya surat-surat edaran dari Kementerian Energi dan Sumber Daya 

Mineral serta Surat Gubemur Provinsi Kalimantan Utara Nomor 540/172/ESDM-

I/III/20 15 perihal Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Energ:t dan 

Sumber Daya Mineral, memberi titik terang akan pelaksanaan kebijakan 

pemberian izin usaha pertambangan. Surat Gubernur Provinsi Kalimantan Utara 
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Nomor 540/172/ESDM-I/III/2015 (terlampir) yang pada angka tiga huruf c 

menyebutkan : 

"Permohonan !UP Mineral Non Logam/ Batuan baik yang baru, 
peningkatan maupun perpanjangan agar diajukan ke Pemerintah 
Provinsi Kalimantan Utara dengan persyaratan lengkap". 

serta Sura! Edaran Direktur Jenderal ESDM Nomor 04.E/30/DJB/2015, tangga130 

April 2015, tentang Penyelengaraan Urusan Pemerintahan di Bidang 

Pertambangan Mineral dan Batubara Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 20 l 4 tentang Pemerintahan Daerah, dalarn angka l yang berbunyi : 

.. Bupati/ Walikota tidak lagi mempunyai kewenangan dalam 
penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pertambangan 
mineral dan batubara terhitung sejak tanggal 2 Oktober 20 l 4" 

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan sementara, bahwa sejak terbitnya 

UU 23 Tahun 20 l 4, Surat-surat edanm Kementerian ESDM serta Sura! Gubemur 

Provinsi Kalimantan Utara, pihak Pemerintah Kabupaten sudah sama sekali tidak 

rnempunyai kewenangan da1am pemberiWl izin usaha pertambangan. 

d) Dampak di Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara 

Secara langsung Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara juga merasakan 

dampak dari terbitnya UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

Kebingungan dalam pemaharnan akan kebijakan pemberian izin usaha 

pertambangan yang semula dilakukan oleh Kabupaten mendadak menjadi urusan 

Pemerintah Provinsi, sehingga membutuhkan pemahaman dalam pelaksanaan 

yang menyebabkan proses perizinan membutuhkan waktu yang lama, 

menyebabkan ketidakpuasan investor maupun masyarakat yang mengajukan izin, 

Selam itu kekurangan anggaran dan belum terbangunnya komunikasi dan 

126 

43146.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



koordinasi dengan instansi terkait serta kekurangan sumber daya manusta 

memberikan dampak tersendiri bagi Pemerintah Provinsi Ka1imantan Utara dalam 

memberikan pelayanan ke pemohon izin. 

C. Pembahasan 

1. Proses implementasi kebijakan pemberian Izin Usaha Pertambangan 
(IUP) Batuan sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tabun 
2014 di Proviosi Kalimantan Utara 

Dari hasil penelitian yang telah diuraikan diatas peneliti akan membahas 

tentang proses implementasi kebijakan pemberian Izin Usaha Pertambangan 

(IUP) sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, 

berdasarkan pendekatan implementasi kebijakan yang dirumuskan oleh Van 

Meter dan Van Hom. Model ini menjelaskan bahwa kinetja kebijakan dipengaruhi 

oleh beberapa variabel atau dimensi yang saling berkaitan. 

Tujuan pengalihan pemrosesan perizinan di bidang sumber daya minera1 

berdasarkan Pasal 14 Ayat I UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

salah satunya untuk peningkatan pelayanan publik dalam hal pemberian Izin 

Usaha Pertambangan (JUP). Jika dilihat dari basil penelitian dalam pemrosesan 

pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) sampai pemberian fzin 

Usaha Pertambangan (!UP) Operasi Produksi Batuan membutuhkan waktu yang 

cukup lama. Dari data yang ada sejak terbitnya UU 23 Tahun 2014, keluarnya Izin 

Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi membutuhkan waktu kurang lebih 2 

tahun. Tidak adanya masa transisi dalam pemrosesan izin dan aturan turunan dari 

UU 23 Tahun 2014 membuat kebingungan para pelaksana kebijakan. 
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Hal ini sesuai yang dinyatakan oleh Van Meter dan Van Hom (dalam 

Sulaeman, 1998) yang mengemukakan : 

"untuk mengukur kineija implementasi kebijakan tentunya 
menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para 
pelaksana kebijakan, kineija kebijakan pada dasamya merupakan 
penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut". 

Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan 

adalah penting. Implementasi kebijakan yang berhasil bisa jadi gaga! (frustated) 

ketika para pelaksana (afficials) tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan 

tujuan kebijakan. Standar dan tujuan kebijakan memiliki hubungan erat dengan 

disposisi para pelaksana (implementators). Dalam mengimplementasikan 

kebijakan pemberian Izin Usaha Pertambangan (!UP) Batuan di Kabupaten 

Bulungan sesuai UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan 

Batubara sebelurn terbitnya UU 23 Tahun 2014 saja sudah memerlukan waktu 

yang lama mengingat persyaratan yang dibutuhkan sangat banyak, apalagi 

ditambah dengan kebijakan baru (pengalihan proses izin) yang membutuhkan 

waktu dalam penyesuaian dan pemahaman. 

Sejalan dengan yang dinyatakan oleh Van Meter dan Van Hom, A 

Mazmanian dan Paul A Sabatier, juga mengungkapkan bahwa dimensi 

karakteristik kebijakan/ undang-undang mempengaruhi kesuksesan dari 

implementasi, yakni Kejelasan lsi Kebijakan : 

"Sebuah kebijakan yang diarnbil oleh pembuat kebijakan haruslah 
mengandung konten yang jelas dan konsisten. Kebijakan dengan isi 
yang jelas akan memudahkan sebuah kebijakan dan akan 
menghindarkan distorsi atau penyimpangan dalam 
pengimplementasiannya. Hal ini dikarenakan jika suatu kebijakan 
sudah memiliki isi yang jelas maka kemungkinan penafsiran yang 
sa1ah oleh implementor akan dapat dihindari dan sebaliknya jika isi 
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suatu kebijakan masih belum jelas atau mengambang, potensi untuk 
distorsi ataupun kesalahpahaman akan besar". 

Dari pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan pentingnya pemahaman 

tentang maksud dan tujuan dari suatu kebijakan, pemenuhan aturan-aturan dari 

pelaksanaan implementasi kebijakan tersebut sangat dibutubkan sebagai petunjuk 

kepada pelaksana kebijakan dalam menjalankan implementasi kebijakan dan 

perlunya masa transisi untuk memenuhi pemahaman para pelak:sana da1am 

mengimplementasikan suatu kebijakan. 

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan 

memanfaatkan surnber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang 

terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implemerrtasi kebijakan. Dari 

basil penelitian di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dan Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu, sumber daya manusia sangat 

dibutuhkan untuk mempermudah dalam pelayanan perizinan. 

(goggin et. at, 1990) dalam Erwan A.P dan Dyah R.S. mengungkapkan: 

"'Jumlah sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi yang 
diberi mandat untuk mengimplementasikan suatu kebijakan akan 
mempengaruhi kapasitas organisasi tersebut dalam menjalankan 
misinya untuk mewujudkan tujuan organisasi". 

Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi 

perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Dinas Energi 

dan Sumber Daya Mineral dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan 

Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara merupakan instansi yang baru terbentuk 

sehingga kemungkinan besar finansial juga masih kurang dalam menjalankan roda 

organisasi. Suatu studi menunjukkan bahwa terbatasnya insentif menjadi salah 
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satu sebab utarna kegagalan suatu program atau implementasi kebijakan. Selain 

itu Jika dilihat dan data basil penelitian, waktu yang diperlukan dalam 

pemrosesan penzman yang dimulai dan pemberian WIUP sampai dengan 

pemberian !UP Operasi Produksi sejak terbitnya UU 23 Tahun 2014 mencapai 

kurang lebih 2 tahun. Van Mater dan Van Hom (dalam Widodo 1974) 

menegaskan bahwa: 

"Sumber daya kebijakan (policy resources) tidak kalah pentingnya 
dengan komunikasi. Somber daya kebijakan ini hams juga tersedia 
dalam rangka untuk memperlancar administrasi implementasi suatu 
kebijakan. Sumber daya ini terdiri atas dana atau insentif lain yang 
dapat memperlancar pelaksanaan(implementasi) suatu kebijakan. 
Kurangnya atau terbatasnya dana atau insentif lain dalam 
implementasi kebijakan, adalah merupakan sumbangan besar terbadap 
gagalnya implementasi kebijakan." 

Sejalan dengan Van Mater dan Van Hom, Daniel A Mazmanian dan Paul A 

Sabatier juga mengungk:apkan : 

"Hal yang tak dapat dipungkiri 
pengimplementasian suatu kebijakan adalah 
(masalah keuangan/modal)". 

dalam mendukung 
sumberdaya finansial 

Kemudian George C. Edward Ill. (dalam Agustino, 2008) menyebutkan dimensi 

yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan salah satunya 

adalah Sumberdaya. 

"Sumber daya merupakan hal yang penting lainnya dalarn 
mengimplementasikan kebijakan". 

Sejalan dengan Van Meter dan Van Hom dan George C. Edward III, Daniel A 

Mazmanian dan Paul A. Sabatier, Merilee S. Grindle juga mengungkapkan: 

"bahwa pelaksanaan kebijakan hams didukung oleh sumberdaya
surnberdaya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan 
baik". 
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Dari pembahasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi suatu 

kebijakan harus didukung oleh sumher daya yang memadai. Sumher daya yang 

sangat mempengaruhi dalam proses pemhelian Izin Usaha Pertambangan (JUP) 

adalah sumher daya manusia yang menjalankan kebijakan, sumher daya waktu 

untuk pemaharnan melaksanakan kebijakan dan sumber daya finansial sebagai 

pendukung kegiatan organisasi melaksanakan kebijakan, sehingga variahel 

sumber daya sangat menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan 

dalam hal ini pemberian [zin Usaha Pertambangan (ruP) Batuan di Provinsi 

Kalimantan Utara. 

Diawal masa transisi sejak terbitnya UU 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah tetjadinya kebingungan dalam mengimplementasikan 

kebijakan pemhelian lzin Usaha Pertambangan (!UP), Dinas Pertambangan dan 

Energi Kabupaten Bulungan mengarnbil langkah dengan melimpahkan semua 

proses perizinan ke Provinsi Kalimantan Utara., karena berdasarkan Pasal 14 Ayat 

1 UU 23 Tahun 20 l 4 sudah menyatakan Penyelenggaraan Urusan Pemelintaban 

bidang sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi, 

begitu pula dengan surat-surat edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam 

Negeri maupWI Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang menyatakan 

kewenangan di Kabupaten sudah tidak ada lagi_ 

Di Provinsi Kalimantan Utara pemrosesan permohonan Wilayah Izin Usaha 

Pertambangan (WIUP) di awal terbitnya UU 23 Tahun 2014 ada yang 

dilaksanakan di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dan ada di Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu. Data yang ada dari 
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sejumlah WIUP yang Ielah terbit pemrosesan dilaksanakan di dua instansi tetapi 

penandatanganan tetap satu pintu oleh Gubemur Provinsi Kalimantan Utara. Bila 

dilihat dari togas pokok dan fungsi pekeJjaan, seyogyanya proses izin di proses di 

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, selaku instansi teknis. Tetapi 

berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 

Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, pelayanan perizinan 

dilakukan satu pintu dan sesuai Peraturan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 43 

Tahun 2014 tentang Pendetegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan 

Perizinan Terpadu pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, yang 

mendelegasikan kewenangan dalam memproses perizinan di bidang Sumber Daya 

Mineral ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu, tetapi 

masih terdapat kekeliruan didalarn lampiran peraturan tersebut, yang hanya 

rnemberikan kewenangan dalam memproses permohonan untuk pemberian IUP 

Operasi Produksi saja. sedangkan untuk pemberian WIUP dan IUP Eksplorasi 

masih dilaksanakan di dua instansi. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Perizinan Satu Pintu dan Dinas Energi dan Surnber Daya Mineral. 

Menurut Van Meter dan Van Horn ( 1975) : 

"dalarn suatu implementasi kebijakan agar mencapai keberhasilan 
rnaksimal harus diidentifikasikan dan diketahui karakteristik agen 
pelaksana yang rnencakup struktur birokrasi, norma-nonna, dan pola
pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, semua itu akan 
mempengaruhi implementasi suatu program kebijakan yang telah 
ditentukan". 

Sejalan dengan Van Meter dan Van Ilom, menurut Edward Ill (dalam 

Agustino,2008) mengungkapkan: 
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"yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik 
salah satunya adalah struktur birokrasi. Dua karekteristik menurut 
Edward III, yang dapat mendongkrnk kineija struktur 
birokrasi!organisasi kearah yang lebih baik, yaitu dengan Standart 
Operating Prosednres (SOP) dan Fragmentasi". 

Dari uraian diatas, untuk mengoptimalkan pelayanan pemberian izin usaha 

pertambangan, revisi Peraturan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 43 Tahun 

2014 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 

Terpadu pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, memang secepatnya harus 

dilakuk:an untuk kemudahan daJam memproses permohonan-permohonan izin 

oleh agen pelaksana, sehingga pemrosesan perizinan mulai dari WIUP, IUP 

Eksplorasi sampai ITJP Produksi dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Perizinan Satu Pintu didukung oleh instansi teknis dalam kelengk:apan 

persyaratannya. Karena Karakteristik Organisasi Pelaksana atau agen pelaksana 

serta struktur organisasi sangat menentukan keberhasilan dari implementasi 

kebijakan, disarnping itu kelemahan dalam struktur orgamsas1 dapat 

memungk:inkan kebijakan tidak dapat dilakukan atau terhambat dalam hal ini 

pemberian Izin Usaha Pertambangan (!UP) Batuan. 

Komunikasi dan koordinasi antar organisasi dalam pemrosesan pemberian 

Izin Usaha Pertambangan (IUP) diperlukan untuk sating mengisi, membantu dan 

melengk:api segala persyaratan yang dibutuhkan dalam kelengkapan penerbitan 

izin. Dilihat dari basil penelitian, pemrosesan pemberian WIUP yang dilaksanakan 

oleh dua instansi mencenninkan kemungkinan tidak beijalannya komWlikasi dan 

koordinasi yang baik dalam pemrosesan perizinan. Komunikasi merupakan 

dimensi penting dalam mewujudkan keberhasilan implementasi kcbijakan 
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pemberian Izin Usaba Pertambangan (!UP). Seyogyanya pemberian WIUP 

diproses oleh satu instansi dengan melibatkan beberapa instansi terkait. Dalam 

pemenuhan persyaratan dari perizinan yang melibatkan beberapa instansi, 

komunikasi dan koordinasi mutlak barus dilakukan. Seperti yang diungkapkan 

Van Mater dan Van Hom (dalam Widodo 1974): 

"Prospek implementasi kebijakan yang efektif, sangat ditentukan oleh 
komunikasi kepada para pelaksana kebijakan secara akurat dan 
konsisten (accuracy and consistency)". 

Sejalan dengan Van Mater dan Van Hom, menurut Goerge C. Edward III (dalarn 

Agustino, 2008) mengungkapkan : 

'"komunikasi sebagai dimensi yang pertama mernpengaruhi 
keberhasilan irnplementasi suatu kebijakan. Implementasi yang efektif 
teJjad.i apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang 
akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka 
kerjakan dapat beljalan apabila komunikasi beljalan dengan baik, 
sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan impelementasi 
hams ditansmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia 
yang tepa!". 

A Mazmanian dan Paul A Sabatier, juga mengungkapkan dalam teorinya, ini 

juga sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Van Horn dan Van Mater dan 

Goerge C. Edward [[[ : 

""Suatu program akan dengan sukses diimplementasikan jika terjadi 
koordinasi yang baik yang dilakukan antar berbagai instansi terkait 
baik secara vertikal maupun horizontal". 

Dari pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan, variabel komunikasi dan 

koordinasi mutlak harus dilakukan dalarn pemberian WIUP dan pemberian !UP. 

Terpenuhinya standar tujuan dari implementasi kebijakan yaitu Pemberian WIUP 

dan lUP harus melewati komunikasi dan koordinasi yang baik antar instansi 

terkait Begitu pentingnya komunikasi karena komunikasi membantu dalam 
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memahami apa yang dimaksudkan. Komunikasi tidak terlepas dari koordinasi, 

komunikasi dan koordinasi menjadi satu kesatuan kerja dalam menjalankan 

program kerja untuk mencapai kesatuan tindakan diantara kegiatan yang saling 

bergantungan. 

Terbitnya UU 23 Tabun 2014 tentang Pemerintaban Daerah pada tanggal 2 

Oktober 2014 tentang Pemerintaban Daerab tidak harengi oleh aturan petunjuk 

pelaksanaannya. Terjadinya kebingungan di agen pelaksana baik Pemerintab 

Daerah Kabupaten maupun Provinsi dalam mengimplementasikan perintah dari 

UU 23 Tabun 2014 khususnya bidang sumber daya mineral yaitu dalam 

pemberian Izin Usaha Pertambangan. Dari basil penelitian, Pemerintah Kabupaten 

Bulungan mengambil langkah dengan melimpahkan permohonan WIUP yang 

masuk maupun yang telah berproses ke Pemerintah Provinsi. Di Pemerintah 

Provinsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral selaku instansi teknis di bidang 

sumber daya mineral dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu barn te!bentuk Tahun 2014, sehingga sikap para pelaksana masih melakukan 

penyesuaian didalam memproses pennohonan-permohonan yang masuk, sikap 

mereka itu dipengaruhi oleh pandangannya terhadap kebijakan dan pengaruh 

kebijakan itu terhadap kepentingan organisasi dan kepentingan pribadinya serta 

perlunya pengetahuan, pernahaman dan pendalaman terhadap kebijakan. 

Sejalan dengan hal tersebut Van Metter dan Van Hom dalam Agustinus 

(2006) mengungkapkan : 

"sikap penerimaan atau penolak.an dari agen pelak.sana kebijakan 
sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi 
kebijakan publik". 
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George Edward C. Edward IIJ, menempatkan Disposisi ini sebagai dimensi ketiga 

yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Menurutnya hal-hal 

penting yang perlu dicermati pada dimensi disposisi adalah pengangkatan birokrat 

dan insentif. 

Sejalan dengan Van Metter dan Van Hom dan George Edward C. Edward Ill, 

Merilee S. Grindle juga mengungkapkan keberhasilan suatu implementasi 

kebijakan publik amat ditentukan oleh tingkat implementability kebijakan itu 

sendiri, yang terdiri alas lsi Kebijakan (Content of Policy) yang salah satunya 

mencakup Program Implementer (Pelaksana Program) : 

"Dalam menjalarikan suatu kebijakan atau program harus didukung 
dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi 
keberhasilan suatu kebijakan, dan ini sudah harus terpapar atau terdata 
dengan baik, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan 
implementomya dengan rinci". 

Dari basil pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam 

mengimplementasikan kebijakan pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) 

sikap pelaksana sangat diperlukan. Lamanya proses pemberian Izin Usaha 

Pertambangan bisa karena sikap pelaksana belurn memahami kebijakan dan 

memer1ukan penyesuaian ataupun bisa dikarenakan ketidakmampuan untuk 

melaksanakan kebijakan. Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana 

sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam implernentasi kebijakan 

publik dalam pemberian lzin Usaha Pertambangan (!UP). 

Pertambangan tanpa izin (PETI) sangat marak untuk komoditas Batuan, 

karena komoditas ini banyak diperlukan atau digunakan sebagai bahan material 

pembangunan. Hilangnya potens1 pendapatan asli daerah mengingat untuk pajak 
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dan retribusi tidak dapat dipungut. Beralihnya kewenangan pemberian Izin Usaha 

Pertambangan (!UP) Batuan yang semula diberikan oleh Pemerintah Kabupaten 

menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi yang menyebabkan proses pemberian 

izin menjadi lama memicu meningkatnya Pertambangan tanpa izin (PET!). 

Pennasalahannya penambang-penambang dengan skala kecil atau perorangan 

sangat sulit mengikuti pemturan untuk kelengkapan permohonan izin, apalagi 

pennohonan izin dilakukan di pemerintah Provinsi yang rentang jarak dengan 

lokasi-lokasi di Kecamatan cukup jauh. Banyaknya pertimbangan penambang dan 

kuranguya kesadanm dan pemahaman akan pentingya legalitas dari suatu usaha 

yang rnenyebabkan malasnya penambang membuat izin. 

Menurut Van Hom dan Van Meter: 

"lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat 
menjadi sumber masalah dari kegagalan kinetja implementasi 
kebijakan". 

Sejalan dengan Van Hom dan Van Meter, A. Mazmanian dan Paul Sabatier 

menyatakan dimensi lingkungan yang terdiri dari kondisi sosial masyarakat, 

dukungan publik dan sikap dari kelompok pemilih mempengaruhi kesuksesan 

implementasi kebijakan. Kernudian Merille S. Grindle menyatakan bahwa 

keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua variabel besar, salah 

satunya adalah lingk:ungan implementasi kebijakan (Context of Implementation). 

Dari bahasan diatas dapat disimpulkan lambatnya proses implementasi 

kebijakan pemberian lzin Usaha Pertambangan (!UP) akibat perubahan 

kewenangan dapat menyebabkan dampak di sektor lingkungan baik itu sosial, 

ekonomi dan politik. Pertambangan tanpa izin meningkat dari sisi sosial, 
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hilangnya potensi pendapatan asli daerah dari SISI ekonomi serta hilangnya 

kewenangan dalam memberikan izin dari sisi politik. 

2. Faktor Yang Mempengaruhi lmplementasi Kebijakan Pemberian Izin 
Usaha Pertambangan (IUP) Batuan di Provinsi Kalimantan Utara 

Keberhasilan dad suatu implementasi kebijakan dalam hal ini Implementasi 

Kebijakan Pemberian lzin Usaha Pertamhangan (!UP) Batuan tidak terlepas dari 

faktor yang mempengaruhi dari implementasi kebijakan tersebut. Dalarn 

penelitian ini peneliti mengambil empat variabel atau dimensi dari teori Van 

Meter dan Van Hom yaitu Sumber Daya, Karakteristik Organisasi Pelaksana, 

Komunikasi dan Disposisi sebagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam 

implementasi kebijakan Pemberian Izin Usaba Pertarnhangan (!UP) khususnya 

IUP Batuan di Provinsi Kalimantan Utara. 

a) Faktor Sumber Daya 

Pelaksanaan implementasi kebijakan pemberian lzin Usaha Pertambangan 

(!UP) Batuan tidak akan beljalan jika tidak memiliki Sumber daya. Baik itu 

sumber daya manusia, finansial dan waktu. Dinas Energi dan Sumber Daya 

Mineral mengak.ui dalam masa transisi. pemrosesan perizinan Wilayah Izin 

Usaha Pertambangan (WIUP) dan !UP Ekplorasi membutuhkan sumber daya 

manusia, karena instansi ini memproses semua permohonan dari Kabupaten Kota 

-se Provinsi Kalimantan Utara sehingga membutuhkan swnber daya man usia yang 

cukup dan berpengalaman. Sesuai dengan Surat Gubernur Kalimantan Utara 

Nomor 540/172ESDM-I/III/2015 tanggal 31 Maret 2015, angka 3 huruf g yang 

berbunyi: 
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"Untuk personel/ sumber daya manusia, Dinas ESDM Provinsi 
Kalimantan Utara masih memerlukan banyak SDM untuk menangani 
pengusahaan dan pengelolaan pertambangan di wilayah Provinsi 
Kalimantan Utara baik aspek penztnan maupun aspek 
pengawasannya, oleh karena itu diminta kepada Bupati/ Walikota se
Provinsi Kalimantan Utara berkenan melepas PNS di Dinas 
Pertambangan dan Energi Kabupatenl Kota apabila ingin mengajukan 
pindah kerja di Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara khususnya ke 
Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Utara". 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Provinsi 

Kalimantan Utara, dalam memproses Izin Usaha Pertambangan (!UP) Operasi 

Produksi Batuan, juga membutuhkan swnber daya manusia teknis untuk 

ditempatkan di instansi mereka, sesuai dengan yang diungkapkan Kepala Bidang 

Penyelenggaraan Perizinan dan Non perizinan dalam wawancara dengan peneliti. 

Sebegitu pentingnya faktor sumber daya dalam mengimplementasikan suatu 

kebijakan, sehingga Van Meter and Van Hom, George C Edward III, Griendle dan 

Daniel A Mazmanian dan Paul A Sabatier menempatkan sumber daya sebagai 

salah satu faktor atau dimensi dalam mewujudkan keberhasilan suatu kebijakan. 

Van Mater dan Van Hom ( dalam Widodo 1974) menegaskan bahwa: 

"Sumber daya kebijakan (policy resources) tidak kalah pentingnya 

dengan komunikasi. Sumber daya kebijakan ini harus juga tersedia 

dalam rangka untuk memperlancar administrasi implementasi suatu 

kebijakan. Sumber daya ini terdiri atas dana atau insentif lain yang 

dapat memperlancar pelaksanaan(implementasi) suatu kebijakan. 

Kurangnya atau terbatasnya dana atau insentif lain dalam 

implementasi kebijakan, adalah merupakan sumbangan besar terhadap 

gagalnya implementasi kebijakan." 
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Menurut Goerge C. Edward III (dalarn Agustino, 2008). Indikator sumber 

daya terdiri dan beberapa elemen, yaitu staf atau pelaksana, informasi, 

wewenang dan fasilitas. 

Sejalan dengan Van Meter dan Van hom dan George C Edward III, menurut 

Griendle keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik, arnat ditentukan oleh 

tingkat implementability kebijakan itu sendiri, yang terdiri atas lsi Kebijakan 

(Content of Policy) salah satunya mencakup Resources Committed (sumber-

sumber daya yang digunakan), apakah sebuah program didukung oleh sumber 

daya yang memadai. Pelaksanaan kebijakan harus didukung oleh sumberdaya-

sumberdaya yang mendukung agar pelaksanaannya beljalan dengan baik. 

Kemudian Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier juga mengungkapkan : 

"Hal yang tak dapat dipungkiri 
pengimplementasian suatu kebijakan adalah 
(masalah keuangan/mndal)". 

dalarn mendukung 
sumberdaya financial 

Dapat ditarik kesimpulan bahwa fuktor sumber daya merupakan faktor yang 

terpenting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan pemberian 

Izin Usaha Pertambangan (!UP) Batuan di Provinsi Kalmantan Utara. Tidak dapat 

dipungkiri sumber daya manusia memiliki peranan yang sangat penting dalam 

kesuksesan implementasi kebijakan pemberian Izin Usaha Pertambangan (!UP), 

disamping sumber daya finansial dan waktu. Sebagaimana yang dinyatakan oleh 

teori Van Meter dan Van hom, George C Edward Ill, Griendle dan Daniel A. 

Mazmanian dan Paul A Sabatier. 
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b) Faktor Karakteristik Organisasi Pelaksana 

Organisasi pelaksana merupakan salah satu faktor terwujudnya keberhasilan 

dalam mengimplementasikan kebijakan pemberian Izin Usaha Pertambangan 

(IUP) Batuan di Provinsi Kalimantan Utara. Ketidaksesuaian organisasi pelaksana 

dalam menjalankan suatu kebijakan akan berpengarub terhadap basil kebijakan. 

Dalam kasus penelitian ini, dapat dilihat dalam pemrosesan permohonan WIUP 

diawal sejak terbitnya UU 23 Tahun 2014 masih diproses oleh dua inslansi 

walaupun untuk produk akbimya (Sural Keputusan) dikeluarkan Biro Hukum atau 

di landalangani oleh Gubemur. 

Ketidaksesuaian organisas1 pelaksana dan agen pelaksana dalam 

mengimplementasikan kebijakan ini salah satunya dapat dilihat dengan lamanya 

waktu yang dibutuhkan dalarn penerbilan izin. Karena selain disebabkan oleh 

masalah transisi juga dikarenakan larnanya penyesuaian yg dibutuhkan oleh agen 

pelaksana dalam menjalankan kebijakan. 

Menurut Van Meter dan Van Hom (1975): 

"dalam suatu implementasi kebijakan agar mencapai keberhasilan 
maksimal harus diidentifikasikan dan diketahui karakteristik agen 
pelaksana yang rnencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola
pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, semua itu akan 
mempengaruhi implementasi suatu program kebijakan yang tclah 
ditentukan". 

Kemudian menurut C. Edward Ill (dalam Agustino,2008) yang 

mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik salah satunya adalah 

struktur birokrasi. Dua karekteristik menurut Edward III, yang dapat 

mendongkrak klnetja struktur blrokrasllorganisasi kearah yang lebih baik, yaitu 

dengan Standart Operating Prosedures (SOP) dan Fragmentasi. 
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Dari uraian diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa faktor karakteristik 

organisasi pelaksana sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan 

pemberian izin usaha pertambangan di Provinsi Kalimantan Utara, Karena 

Karakteristik Organisasi Pelaksana atau agen pelaksana serta struktur organisasi 

sangat menunjang keberhasilan dari implementasi kebijakan, disamping itu 

kelemahan dalam struktur organisasi dapat memungkinkan kebijaktm tidak dapat 

dilakukan atau terhambat sehingga dapat menimbulkan dampak. Hal ini sejalan 

dengan teori-teori Van Meter and Van Hom serta C. Edward III. 

c) Faktor Komunikasi 

Tidak dapat dipungkiri komunikasi yang mehbatkan beberapa instansi 

memiJiki peranan yang penting dalam mengimplementasikan kebijakan pemberian 

Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batuan di Provinsi Kalimantan Utara. 

Komunikasi tidak bisa lepas dengan koordinasi karena sating berhubungan. 

Seperti yang diungkapkan Van Mater dan Van Hom (dalam Widodo 1974): 

"Prospek implementasi kebijakan yang efektif, sangat ditentukan oleh 
komunikasi kepada para pelaksana kebijakan secara akurat dan 
konsisten (accuracy and consistency)". 

Pemberian WJUP sampai dengan IUP di Provinsi Kalimantan Utara sejak 

terbitnya UU 23 TahlUl2014, yang mengakibatkan beralihnya kewenangan dalarn 

pemberian izin usaha pertambangan, sangat membutuhkan komunikasi dan 

koordinasi antar organisasi, ini sangat diperlukan untuk untuk saling mengisi, 

membantu dan melengkapi segala persyaratan yang dibutuhkan dalam 

kelengkapan penerbitan izin disamping memecahkan masalah yang timbul dalam 

menyelesaikan perizinan, karena jika tidak ada kejelasan dan konsistensi serta 
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keseragaman dalam pelaksanaan kebijakan, maka pemberian lzin Usaha 

Pertambangan (!UP) akan mengalami banyak kendala. 

Sejalan dengan Van Mater dan Van Hom, menurut Goerge C. Edward Ill 

( dalam Agustino, 2008) mengungkapkan : 

"komunikasi sebagai dirnensi yang pertama mempengaruhi 
keberhasilan implementasi suatu kebijakan. lmplementasi yang efektif 
teljadi apabila para pembuat keputusan sudab mengetahui apa yang 
akan mereka keljakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka 
keljakan dapat beljalan apabila komunikasi beljalan dengan baik, 
sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan impelementasi 
harus ditansmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia 
yang tepat". 

Seirama dengan Van Hom dan Van Mater dan Goerge C. Edward Ill A 

Mazmanian dan Paul A Sabatier, juga mengungkapkan dalarn teorinya : 

"'Suatu program akan dengan sukses diimplementasikan jika terjadi 
koordinasi yang baik yang dilakukan antar berbagai instansi terkait 
baik secara vertikal maupun horizontal". 

Dari bahasan mengenai faktor komurrikasi diatas, dapat disimpulkan 

keberhasilan implementasi kebijakan pemberian izin usaha pertambangan di 

Provinsi Kalimantan Utara akan banyak menghadapi kendala apabila tidak 

didukung dengan komunikasi dan koordinasi yang baik antar instansi terkait. Ini 

dapat dllihat sejak terbitnya UU 23 Tahun 2014, proses pemberian izin usaha 

pertambangan memerlukan waktu yang cukup lama, salah satu penyebabnya 

adalah minimnya tetjalin komunikasi yang seja1an antar instansi terkait sehingga 

ha1 ini menimbulkan dampak baik ke Pemerintah dalam hal ini Pemerintah 

Kabupaten Bulungan maupun masyarakatnya. 
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d) Faktor Disposlsi atau Sikap Para Pelaksana 

Temitnya UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebabkan 

pemrosesan perizinan usaha pertambangan yang sebelumnya di Pemerintah 

Kabupaten beralih ke Pemerintah Provinsi Oleh karena itu dalam 

mengimplementasikan kebijakan pemberian lzin Usaha Pertambangan (!UP) tidak 

bisa dilepaskan dari sikap para pelaksana. Pelaksana dituntut untuk secepatnya 

paham akan proses pemberian lzin Usaba Pertambangan (!UP). Selain itu 

pelaksana dituntut memiliki kemampuan selain kemauan dalam menjalankan 

tujuan dari kebijakan dalam hal ini pelayanan publik pemberian lzin Usaha 

Pertambangan (!UP) Batuan. 

Dalam masa transisi para pelaksana membutuhkan waktu dalam penyesuaian 

maupun pemaharnan akan tujuan dari kebijakan, ini bisa dilihat dari hasil 

peneJitian dan pembahasan dimana salah satu penyebab lamanya proses 

pemberian WIUP maupun !UP adalah sikap dari para pelaksana kebijakan. Hal ini 

sejalan dengan apa yang diungkapkan Van Metter dan Van Hom dalam Agustinus 

(2006). 

"sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan 
sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implernentasi 
kebijakan publik". 

Menurutnya George C. Edward III, hal-hal penting yang perlu dicennati pada 

dimensi disposisi adalah pengangkatan birokrat dan insentif. Sejalan dengan Van 

Metter dan Van Hom dan George C. Edward Ill, Merilee S. Grindle juga 

mengungkapkan keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik amat 

ditentukan oleh tingkat implementability kebijakan itu sendiri, yang terdiri atas Ist 
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Kebijakan (Content of Policy) yang salah satunya mencakup Program 

Implementer (Pelaksana Program) : 

"Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung 
dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi 
keberhasilan suatu kebijakan, dan ini sudah harus terpapar atau terdata 
dengan baik, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan 
implementomya dengan rinci". 

Dari basil uraian mengenai sikap para pelaksana kebijakan dapat ditarik 

kesimpulan bahwa sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana atau 

pelaksana kebijakan serta pemahamannya akan kebijakan baru (UU 23 Tahun 

20 I 4) san gat mempengaruhi proses keberhasilan implementasi kebijakan 

pemberian izin usaha pertambangan (IUP) di Provinsi Kalimantan Utara. 

3. Dampak Implem.entasi Kebijakan pemberian Izin Usaha Pertambangan 
(IUP) Batuan berdasarkao UU 23 Tahuo 2014 tentaog Pemeriotabao 
Daerah bagi Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Bulungan 

Dalam rnengimplementasikan suatu kebijakan akibat berubahnya suatu aturan 

perundang-undangan pasti akan menimbulkan dampak dalam pelaksanaannya. 

Implementasi kebijakan pemberian lzin Usaha Pertambangan (!UP) Batuan di 

Provinsi Kalimantan Utara sejak terbitnya UU 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintahan Daerah tidak dapat dipungkiri berdampak pada daerah Kabupaten 

Bulungan, baik bagi Pemerintah Daerah maupun masyarak:at, peneliti mengambil 

dampak yang ditimbulkan dari implementasi kebijakan ini dan sisi Lingkungan 

Sosial, Ekonomi dan Politik serta darnpak terhadap Pemerintah Provinsi 

Kalimantan Utara. 
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a) Dampak Lingkungan Sosial 

Maraknya pertambangan tanpa IZin di komnditas batuan di Kabupaten 

Bulungan tidak dapat dipungkiri sangat banyak bennunculan, penambang banyak 

yang tidak paham dalam melengkapi persyaratan perizinan, banyaknya 

persyaratan yang harus dipenuhi berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang 

Pertambangan mineral dan batubarn beserta turunannya sangat menyulitkan 

penambang. Kurangnya kesadaran masyarakat dalarn membuat izin ini 

menimbulkan banyaknya Pertambangan Tanpa lzin (PET!) disektor pertambangan 

batuan yang sangat merugikan Daerah Kahupaten Bulungan. 

Terbitnya UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membuat proses 

perizinan izin usaha pertambangan membutuhk:an waktu lama akibat masa transisi 

yang membutuhkan penyesuaian dalam pelaksanaan kebijakan, akibatnya semakin 

memicu banyaknya pertambangan tanpa izin disektor pertambangan batuan ini. 

Maraknya pertambangan tanpa izin akhimya merembet sampai kemasalah hukum. 

Penambang yang tidak memiliki izin akhimya dilakukan penertiban oleh pihak 

berwenang sehingga aktifitas penambangan terhenti bahkan ada yang sampai ke 

penangkapan terhadap penambang. Akibatnya sempat terjadi kelangkaan material 

pendukung pembangunan dari sektor batuan ini sehingga menyulitkan pemerintah 

daerah maupun masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pembangunan. 

Berkaitan hal tersebut, dalam proses lmplementasi kebijakan pemberian izin 

usaha pertambangan, sejak terbitnya UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah salah satunya menimbulkan dampak terhadap lingkungan sosial di 

Kabupaten Bulungan. 

146 

43146.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



Hal ini sejalan yang dinyatakan oleh Wahab (2001): 

"bahwa basil akhir kebijaksanaan adalah akibat-akibat atau dampak 
yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat, baik yang diharapkan 
maupun yang tidak diharapkan, sehagai konsekuensi dan adanya 
tindakan atau tidak adanya tindakan pemerintah dalam bidang-bidang 
atau masalah-masalah tertentu yang ada dalarn masyarakat". 

Selanjutnya Islamy (1997) juga menyatakan : 

"Setiap kebijakan yang telah dibuat dan dilaksanakan akan membawa 
dampak tertentu terhadap kelompok sasaran, baik yang positif 
(intended) maupun yang negatif (unintended)". 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa daJarn proses implementasi 

kebijakan pemberian izin usaha pertambangan batuan sejak terbitnya UU 23 

Tahun 20 J 4 tentang Pemerintahan Daerah di provinsi kalimantan utara, 

memberikan dampak terhadap lingkungan sosial di Kabupaten Bulungan yaitu 

maraknya pertambangan tanpa izin batuan. Dengan adanya pertambangan tanpa 

izin, merupakan pekerjaan bagi Pemerintah lagi untuk melakukan penertiban. 

Adapun Dampak positif dengan ditertibkannya pertambangan tanpa izin antara 

lain: 

l. dapat mencegah kerusakan lingkungan akibat metode penambangan yang 
tidak mengikuti kaidah penambangan yang baik; 

2. mengurangi pencemanua udara (debu); 
3. meminimalisir kerusakan fasilitas umwn akibat pengangkutan material 

tambang batuan. 

Sedangkan dampak negatifnya antara lain : 

I. hilangnya pekerjaan masyarakat disekitar lokasi tambang; 
2. terjadinya konflik sosial; 
3. dampak kesehatan; 
4. dampak keselamatan dan keamanan kerja. 
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b) Dampak Ekonomi 

Terhentinya kegiatan penambangan batuan di Kabupaten Bulungan akibat 

tidak memiliki izin sangat rnerugikan Pemerintah Daerah. masyarakat Kabupaten 

Bulungan maupun penambang itu sendiri. Pendapatan asli daerah Pemerintah 

Kabupaten Bulungan otomatis berkurang dari sektor penambangan batuan, pajak 

tidak bisa ditarik dikarenakan kekuatiran pemerintah daerah kabupaten bulungan 

apabila pajak ditarik bukti pembayaran akan dijadikan bukti untuk melegalkan 

kegiatan penambangan. Hal ini dapat dilihat dari data yang diperoleh di Dinas 

Pendapatan Daerah Kabupaten Bulungan (Tabel 4.8) realisasi pajak batuan yang 

besar hanya didapatkan dari satu perusahaan batuan yang sudah beroperasi 

sebelum terbitnya UU 23 tahun 2014. Selain itu, terjadi kekosongan material 

akibat terhentinya penambangan batuan sehingga menyebabkan harga material 

batuan meningkat karena tingginya perrnintaan kebutuhan material pembangunan. 

Kegiatan Pemerintah maupun masyarakat sedikit banyak terganggu dengan 

kekosongan material dan melambungnya harga material pembangunan dari 

kegiatan penambangan batuan tersebut. Padahal menurut Abdul Wahab (1997) 

Fungsi implementasi kebijakan adalah untuk rnembentuk suatu hubungan yang 

memungkinkan tujuan-tujuan atau sasaran kebijakan negara diwujudkan sebagai 

suatu outcome (basil). Jelas disini dalam mengimplementasikan kebijakan 

pemberian izin usaha pertambangan mengalami hambatan dalam prosesnya. 

Terkait dengan kegiatan usaha pertambangan, Salim (2005) dalam nurdin 

(20 13) menyatakan : 

"setiap kegiatan pembangunan di bidang pertambangan pasti 
menimbulkan darnpak positif maupun darnpak negatif. Maka dampak 
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positif dari kegiatan pembangunan eli bidang pertambangan ditinjau 
dari aspek kebijakan publik yang barns elipertimbangkan adalab 
meningkatkan pendapatan asli daerab (PAD)". 

Selanjutnya Soemarwoto dalam Giroth (2004) menyatakan : 

"babwa dampak adalab suatu perubaban yang terjadi sebagai akibat 
suatu aktifitas. selanjutnya soemarwoto menjelaskan : .. aktifitas 
tersebut bisa bersifat alamiah, berupa kimia, fisik maupun biologi, 
dapat pula dilakukan oleh manusia berupa analisis dampak 
lingkungan, pembangunan dan perencanaan. adapun dampak tersebut 
dapat bersifat biofisik, sosial, ekonomi dan budaya". 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam proses implementasi 

kebijakan pemberian izin usaba pertambangan sejak terbitnya UU 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah memicu maraknya pertambangan tanpa izin, 

sehingga memberikan dampak ekonomi eli Kabupaten Bulungan. Adapun dampak 

ekonomi dari pertambangan tanpa izin, segi positifnya antara lain : 

l. Menampung tenaga keija, terutama masyarakat lingk:ar tambang; 
2. Meningkatkan ekonomi masyarakat lingkar tam bang; 
3. Meningkatkan usaha mikro masyarakat lingkar tam bang; 
4. Meningkatkan kualitas SDM masyarakat lingkar tam bang; 

Sedangkan dampak negatifnya antara lain : 

l. menunmnya pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pertambangan batuan; 
2. terjaelinya kekosongan material pembangunan seperti batu, kerikil, pasir dan 

tanah urug; 
3. naiknya harga meterial batuan; 

c) Dampak Politik 

T erbitnya UU 23 Tabun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada tanggal 2 

Oktober 20 I 4, secara otomatis melepaskan kewenangan Pemerintah Daerah 

Kabupaten dalam memberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) salah satunya IUP 

Batuan. Pemerintah Daerah Kabupaten sudah tidak mempunyai kewenangan lagi 

dalam melakukan penerbitan IUP. Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan sudah 
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tidak ada kewenangan lagi di bidang perizinan sumber daya mineral, semuanya 

telab diambil oleh Pemerintab Provinsi dan Pusat. Dengan kata lain, dalam urusan 

pertambangan mineral dan batubara telab teljadi sentralisasi 100%. Semenjak 

diundangkannya UU 23 Tabun 2014 tentang Pemerintaban Daerah, memberikan 

sebuab paradigma baru terkait pengelolaan pertambangan. 

Adapun dampak politik berkaitan dengan berlakunya Undang-Undang No. 23 

tabun 2014 tentang Pemerintaban Daerah, maka Pemerintab Kabupaten tidak 

memiliki kewenangan lagi dalam : 

I. Membentuk struktur satuan kelja perangkat daerah (Dinas Pertambangan ); 
2. Kewenangan menyusun peraturan daerah (Perda) yang berhubungan dengan 

pertambangan; 
3. Kewenangan dalam penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) dan izin usaha 

pertambangan rakyat (IUPR); 
4. Hilangnya fungsi pembinaan dan pengawasan terbadap !UP yang berada di 

Kabupaten. 

Selain itu tak hanya soal kewenangan saja, luas, waktu dan jarak yang jauh 

antara pusat provinsi dengan daerah menyulitkan dalam pemrosesan perizinan 

pcmberian izin usaha pertarnbangan, tidak seperti sebelum terbitnya UU 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang perizinan dilaksanakan oleh Pemerintah 

Daerah Kabupaten. 

Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan Dye (dalam Kismartini, 2005): 

"bahwa dampak kebijakan adalah keseluruhan efek yang ditimbulkan 
oleh suatu kebijakan dalam kondisi kehidupan nyata". 

Selanjutnya Anderson (dalam Kismartini, 2005)juga menyatakan: 

"semua bentuk manfaat dan biaya kebijakan, baik yang langsung 
maupun yang akan datang harus diukur dalam bentuk efek simbolis 
atau efek nyata". 

ISO 

43146.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa sejak terbitnya UU 23 Tahun 

2014 ten tang Pemerintahan Daerah menyebabkan pemerintah kabupaten sudah 

tidak memiliki kewenangan dalam bidang sumber daya mineral (dampak politik), 

salah satunya kewenangan dalam pemberian izin usaha pertambangan sehingga 

mengakibatkan tidak adanya fungsi pengawasan, pembinaan dan pengendalian 

dari dampak-<lampak negatif pasca tam bang. 

d) Dampak terhadap Pemerintab Provinsi Kalimantan Utara 

Terbitnya UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi 

peketjaan tambahan bagi Pemerintah Provinsi. Pemerintah Provinsi dituntut untuk 

dapat memberikan pelayanan kepada pemohon izin, disatu sisi Pemerintah 

Provinsi juga perlu melakukan penyesuaian terhadap kebijakan baru. Penyesuaian 

tersebut berupa pemahaman akan kebijakan, tambahan penganggaran, sarana dan 

prasarana maupun surnber daya manusm. Pemerintah Provinsi harus 

menginventaris ulang data-data perizinan yang dilimpahkan dari Kabupaten/ Kota 

se Provinsi Kalimantan Utara, ini merupakan pekerjaan yang berat dengan segala 

keterbatasan yang ada. Tidak dapat dipungkiri dalam pelaksanaan implementasi 

kebijakan pemberian izin usaha pertambangan banyak mengalami kendala dalam 

pelaksanaannya sehingga menyebabkan ketidakpuasan investor maupun 

masyarakat yang mengajukan izin. 

151 

43146.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



BABV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

152 

Dari basil penelitian dan pembahasan mengenai proses, faktor-faktor dan 

dampak implementasi kebijakan pemberian izin usaba pertambangan (!UP) di 

Kabupaten Bulungan sejak terbitnya UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, melalui pendekatan beberapa dimensi dari teori Van Meter dan Van Hom 

dapat ditarik suatu kesimpulan dan saran. 

A. Kesimpulan 

I. Proses implementasi kebijakan pemberian lzin Usaba Pertambangan (!UP) 

Batnan sejak diberlakukaunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di 

Provinsi Kalimantan Utara sebagai berikut : 

a. Tidak adanya masa trnnsisi sejak terbitnya UU 23 Tabun 2014 tanggal 2 

Oktober 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebabkan kebingungan 

dalam proses mengimplementasikan kebijakan pemberian Izin Usaha 

Pertambangan (IUP) di Provinsi Kalimantan U~ karena terbitnya UU 

23 Tabun 2014, tidak diikuti dengan aturan pelaksanaannya; 

b. Pentingnya pemahaman tentang maksud dan tujuan dari suatu kebijakan, 

pemenuhan aturan-aturan dari pelaksanaan irnplementasi kebijakan 

tersebut sangat dibutuhkan sebagai petunjuk kepada pelaksana kebijakan 

dalam menjalankan implementasi kebijakan dan perlunya masa transisi 

untuk memenuhi pemahaman para pelaksana da1am mengimplementasikan 

suatu kebijakan; 
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c. Implementasi suatu kebijakan hams didukung oleh sumber daya yang 

memadai. Sumber daya yang sangat mempengaruhi dalam proses 

pemberian Izin Usaha Pertambangan (!UP) adalah sumber daya manusia 

yang menjalankan kebijakan, sumber daya waktu untuk pemahaman 

melaksanakan kebijakan dan sumber daya finansial sebagai pendukung 

kegiatan organisasi melaksanakan kebijakan; 

d. Karakteristik Organisasi Pelaksana atau agen pelaksana serta struktur 

organisasi sangat menentukan keberhasilan dari implementasi kebijakan, 

disamping itu kelemahan dalam struktur organisasi dapat memungkinkan 

kebijakan tidak dapat dilakukan atau terhambat dalam hal ini pemberian 

Izin Usaha Pertambangan (!UP) Batuan di Kabupaten Bulungan; 

e. Kornunikasi dan koordinasi mut1ak harus dilakukan dalam pemberian 

WillP dan pemberian IDP. Komunikasi tidak terlepas dari koordinasi, 

komunikasi dan koordinasi menjadi satu kesatuan kerja dalam 

menjalankan program keija untuk mencapai kesatuan tindakan diantara 

kegiatan yang saling bergantungan; 

f. Dalam mengimplementasikan kebijakan pernberian lzin Usaha 

Pertambangan (!UP) sikap pelaksana sangat diperlukan. Sikap 

penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana sangat mempengaruhi 

keberhasilan atau kegagalan dalam implementasi kebijakan publik dalam 

pemberian Izin Usaha Pertambangan (!UP); 

g. Lambatnya proses implementasi kebijakan pemberian Izin Usaha 

Pertambangan (fUP) akibat perubahan kewenangan menyebabkan dampak 
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di sektor lingkungan baik itu sosial, ekonomi dan politik. Pertambangan 

tanpa izin meningkat dari sisi sosial, hilangnya potensi pendapatan asli 

daerah dari sisi ekonomi serta hilangnya kewenangan dalam memberikan 

izin dan sisi politik. Selain itu dampak juga berakibat ke Pemerintab 

Provinsi Kalimantan Utara 

2. Faktor paling dominan yang mempengaruhi keberhasilan implementasi 

kebijakan pemberian Izin Usaba Pertambangan (!UP) di Provinsi Kalimantan 

Utara yaitu karakteristik organisasi pelaksana, sumber daya, komunikasi antar 

organisasi dan disposisi atau sikap para pelaksana kebijakan~ 

3. Dengan terbitnya UU 23 Tabun 2014 segala kewenangan Bupati di bidang 

sumber daya mineral dalam hal ini pemberian lzin Usaha Pertambangan 

(!UP) sudab tidak ada lagi. Maraknya pertambangan tanpa izin menyebabkan 

kerugian di Pemerintah Daerah maupun masyarakat Kabupaten Bulungan, 

potensi kerusakan lingkungan dan menurunnya pendapatan asli daernh (PAD) 

scmakin meningkat. Tidak dapat dipungkiri dalam pelaksanaan implementasi 

kebijakan pemberian izin usaha pertambangan di Provinsi Kalimantan Utara 

banyak mengalarni kendala dalam pelaksanaannya sehingga menyebabkan 

ketidakpuasan investor maupun masyarak:at yang mengajukan izin 

B. Saran 

1. Dalam menerbitkan suatu aturan perundang-undangan perlu adanya masa 

transisi da1am proses pengimplementasiannya, sehingga para pelaksana 

kebijakan dapat betul-betuk memabami tujuan dari implementasi kebijakan 

terse but; 
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2. Penyederhanaan persyaratan dalam pemherian izin usaha pertambangan (HJP) 

Batuan, harus dilakukan revisi UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan 

Mineral dan Batubara, sehingga investasi tidak terhambat dikarenakan 

lamanya proses perizinan yang dapat memberikan dampak kepada pemerintab 

daerah dan masyarakat. 

3. Perlunya penambahan tenaga t.eknis di Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Perizinan Satu Pintu dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 

Provinsi Kalimantan Utara, dalarn membantu pelaksanaan proses perizinan 

Jzin Usaha Pertambangan (HJP). 
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Nom or 

" 'lamprran 
Penhal 

KfMfNTERIAN E'NEI~GI DAN StJMAEH DAY/I. MINERA_ REFUBt II( INiJCNESIA 

OIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA 

2185/30/DJB/2014 18 Oesember 2014 
1 (satu) berkas 

Rekomendast Pemberlan WI UP Batuan oleh Gubernur di 
Kabupaten Bulungan 

Yang terhormat 

Bupati Bulur>gan 
Jl. Skip II Taniung Selor, Bulungan 
Kalimantan Timur 

Menindaklanjuti permohonan rekomendasi pemberian Wilayah lzin Usaha 
Pertambangan (WIUP) batuan pada Wliayah Usaha Pertambangan (WUP) batubara oleh 
Kepala Oinas Pertambangan dan Enefgl Kabupaten Bulungan melalui surat Nomor 
545/784/DPE/2014 tanggal 8 September 2014 dan surat Nomor 5451958/DPE/2014 
penhal Rekomendasl Penerbitan WIUP Batuan, bersama 1ni kami sampa1kan beberapa 
hal sebagai berikut : 

1. Pemenntah Kabupaten Bulungan menyampaikan permohonan rekomendasi penerbitan 
WIUP batuan an PT Tambang Nasionaf Persada, PT Nasional Energi Indonesia, PT 
Standar Energl Indonesia, PT Indonesia Sangata Semen, PT Pulau Mas Perkasa, PT 
Pipit Bulungan Jaya, PT Wana Lestari, H Burhanuddin Nahar, CV Cahaya Sindi Jaya, 
PT Bahlera lndah Jaya, CV Wira Sinar Abadi, PT Harusmas Agro Utama dan PT 
Bassama Karya pada WUP batubara kepada Dirjen Mineral dan Batubara sesuai 
amana! Pasal 18 ayat (2) Permen ESDM Nomor 12 Tahun 2011 dan Pasal4 ayat (2) 
Permen ESOM Nomor 02 Tahun 2013 

2 Sesuat Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Oaerah 
bahwa ~Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan_ kelautan, serta 
energt dan sumber daya mineral dibag1 antara Pemenntah Pusat dan Daerah provins(. 
sehingga penerbitan izin usaha pertambangan di Kabupaten Bulungan menjadi 
kewenangan Gubernur Ka!Jmantan Utara 

3. Berdasa£kan evaruas1 koordinat pad a dalabase wt!ayah pertambangan OltJen 'Mtneral 
dan Batubara sesua1 permohonan W!UP batuan a.n PT Tambang Nastonal Persada, 
PT Nasional E.nergi Indonesia, PT Standar Energi lndones1a. PT Indonesia Sangata 
Semen. PT Pulau Mas Perkasa. PT Prprt Bufungan Jaya, PT Wana Lestari H. 
Burhanuddin Nahar CV Cahaya Sindi Jaya, PT Bahtera lndah Jaya, CV Wira Snar 
Abadt, PT Harusmas Agro Utama dan PT Bassama Karya adalah sebagar benkut 

a) Permohonan WIUP batuan yang diajukan PT Indonesia Sangata Semen PT Wana 
Lestari, H Burhamtddm Nahar. CV Cahaya S\f1dt Jaya tldak memenuhi kriteria Juas 
WIUP Eksplorasi batuan pa!ing sedikit 5 hektare dan paling hanyak 5 000 (lima ribu) 
hektare sesuai Pasal58 ayat (1) UU Nom0; 4 Tahun 2009 

b) Permobonan WIUP batuan yang diaJukan PT lrdonesia Sangata Semen PT Wana 
Lestan H Burhanudd1n Nahar CV Cahaya S1ndr Jaya PT Pulau Mas Perkasa. JT 
Pipit Bulungan Jaya. dan PT Bahtra lndah Jaya t~daK memenuhi knterta sesuat Pasa! 
16 Permen ESDM Nomor 12 Tahun 2011 bahwa WIUP berbe11tuk pol1goll tert:.;tup 
yang diba:as1 oleh gans-garis yang seja,ar den;:an gar!s linfang dan ga~is bujur 
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c) Permohonan WIUP batuan yang d1a1ukan PT Nas•onal Energ• lndones.a. PT Standar 
Energi Indonesia dan PT Harusmas Agro Utama tidak tumpang tindih sama/beda 
komoditas dengan KKIPKP2BIIUP la1nnya dan berada dalam WUP batubara 

d) Permohonan WIUP batuan yang diajukan PT Tambang Nasional Indonesia tum pang 
tind1h bed a komodrtas dengan IUP Batubara an PT fndo Bara Patna, sedangkan 
permohonan WIUP batuan an PT Bassama Karya tumpang trndih bed a komoditas 
dengan IUP batubara an PT Perkasa Energr 

(peta permohonan WIUP terlampir) 

4_ Sesua1 dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hasrl evaluasi koordinat 
permohonan WIUP d1 atas. maka : 

a) Perrnohonan WIUP batuan yang diajukan PT Indonesia Sangata Semen. PT Wana 
Lestari, H Burhanuddin Nahar. CV Cahaya S1ndi Jaya. PT Pulau Mas Perl<asa. PT 
Pipit Bulungan Jaya, dan PT Bahtra lndah Jaya tidak dapat diproses karena tidak 
memenuhi kriteria luas WIUP batuan danJatau lidak berbentuk poligon tertutup yang 
dibatasi oleh garis-garis yang sejajar dengan garis Jintang dan garis bujur sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

b) Permohonan WIUP batuan yang diajukan PT Tambang Nasional Indonesia. PT 
Bassama Karya, PT Nas\onal Energl lndonesra, PT Standar Energi lndones1a dan 
PT Harusmas Agro Utama dapat diproses pemberian WIUP-nya oleh Gubernur 
dengan mengikut• ketentuan peraturan perundang-undangan 

c) Pemberian WIUP mineral bukan logamlbatuan oleh Gubernur sebelumnya didahuiU< 
pemberian pertimbangan teknis BupatiiVValikota terutama terkatt pemanfaatan ruang 
di Kabupaten!Kota: 

d) Pemberian WIUP mineral bukan logam danlatau batuan mengikut1 alur yang telah 
diatur dalam Pasal20 s/d 21 dan Pasal 31 s/d 32 PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang 
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan M1neral dan Batubara, sedangkan 
ketentuannya mengikuti Pasal 4 ayat (2) Perrnen ESDM Nomor 02 Tahun 2013 
tentang Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan 
yang dUaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota; 

e) pemohon WIUP batuan a.n PT Tambang Nasional lndones1a dan PT Bassama 
Karya sebelum diperintahkan untuk membayar biaya pencadangan dan pencetakan 
peta wajtb mendapatkan pert1mbangan dari pemegang /UP batubara an PT Indo 
Bara Patrfa dan PT Perkasa Energi berdasarkan perjanjian/kesepakatan 
pemanfaatan lahan bersama: 

f) Sesuai amanat Pasal 4 ayat (2) huruf f Permen ESDM Nomor 02 Tahun 2013. 
bahwa untuk permohonan WtUP mineral bukan logam dan batuan, pemohon wajtb 
membayar biaya pencadangan dan pencetakan peta sesuai luas permohonan WIUP 
dengan mengikutl ketentuan PP Nomor 9 Tahun 2012 81aya pencadangan w1layah 
dan pencetakan peta tersebut dlsetorkan pada Rekening Kementetian Energl dan 
Sumber Oaya Mmeral pada Bank lndonesta dengan nomor akun 423116 
menggunakan slip Surat Setoran Bukan PaJak di Bank Pemerintah: 

g) pembenan WIUP m1nera1 bukan logam kepada pemohon WIUP setelah pemohon 
WIUP memberikan tanda buktl setoran b1aya pencadangan wilayah: dan 

h) Penerb1tan IUP oleh Gubernur meng1kut1 ketentuan Pasal 22 sfd Pasal 40 PP Nomor 
23 Tahun 2010 
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Rekomendasi ini !idak berlaku apabila pemberian WIUP mmeral bukan logam 
dan/atau baluan lidak sesuai ketenluan peraluran perundang-undangan 

Atas perhaban Saudara. kami ucapkan terima kasih. 

Tembusan: 
1. Gubernur Kalimantan Utara 
2. Oimktur Jenderal Pemerintatian Umum, Kemendagri 
3. Oirektur Pembinaan Pengusahaan Mineral 
4. Kepala Dinas Pertambangan dan Energt Prov. Kalimantan Utara 
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~ 16 Januari 2015 

Kepma 
Y1h. 1. Para Gubemur, dan 

2. Para BupatiNValikofa 

SURAT EDARAN 
NOMOR 120/253/Sj 

TENTANG 

di-

SELURUH INDONESIA 

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN SETELAH DITETAPKAN 
UNOANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 

TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH 

Dengan Ieiah d~nnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah terjadl beberapa perubahan menda8ar ter1<a1t dangan 
penyelenggaraan uruaan pemerintahan di daerah, untuk ilu dlmlnta perhatian Saudara 
hal -..gai berl<ut: 

1. Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyata1<an- serah terima 
penonet, pendanaan, sarana dan prasarana, -"> dokumen (P3D) sebagai akibat 
pembaglaJ1 uruaan ~an antera Pemeflntah Pusat, d8818h provinsl dan 
daerah -.,patenlkota yang diatur berdasarkan Undang-Undang inl dilakukan 
paling lama 2 (dua) tehun terhilung sejak UnclfiiW-UI)Iting lnl dlunctangkan. 

Dengan memperhalikan ketentuan Pasal 404 dlalaa, slklua anggaran dalam APBN 
dan APBD, -"> untuk manghindar1 s1agnssi penyalenggaraan !~Moerintahan 

daerah yang beraldbat terhentlnya pelayanan kapada ~ maka 
penyalenggaraan uruaan pemertntahan kon~ \9'9 berslfat pelayanan kapada 
masyarakal luas dan masW, yang petaksllnal!lllya tidak dapat dilunda dan tidak 
dapal dilaksanakan tanpa dukungan P3D, tetap dHaksanakan oleh 
tingkatanlsusunan pemeflntahan yang saat inl menyalenggarakan urusan 
pemerintahan konkuren tersebut sampai dengan ~nya P3D. 

/ 
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Adapun urusan pemerintahan konkuran taraebut mellputl penyalenggaraan sub 
urusan: 

a. pengelolaan pendicflkan ~; 

b. pengelolaan lennillaJ pei1WIIpiii1Q tipe A dan 1lpe B; 
c. pela"""'-'- dlluar kawaaan hutan negara; 

d. pelaksanaan per11ndungan hutan di hutan Undung dan hutan prnduksl; 
e. pemberdayaan ~ dl bldang kehutanen; 

f. pelakaanaan penyiJullan -.. prov!nsl; 

g. pelakaanam meliukJgllegal berupa lara, tara ulang dan pengawasan; 
h. pengelolaan tenege penyuluh KB/pellJgea lapangan KB (PKBIPLKB); 

I. pengelolaan tanaga pengawaa ~n; 
j. penyalenggaraan penyuluhan perikanan nasfonal; dan 
k. pen'j8dlaan dana untuk l<8lampak . masyarakat lldak mampu, pembangunan 

"""""' -- tenege - belum berkembang, d- larpencll dan 
perdasaan. 

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuran dl 1uar uruaan . pemerintahen 
aebagalmane dlmakaud pada engke 1 dilakaanakan oleh .-menltingkatan 
pemerin1ahan aasual dengan palnbagian urusan pemerintahan sebagainana 
dimakaud dalam Undang-Undang Nomor23 Tahun 2014. 

3. Khusus penyelenggataan perizlnan dalam benluk pembe~an atau pencabutan izin 
dKakaanakan oleh ousunan/llnglallan pemerintahan seaual dengan pembaglan 
urusan ~ kDnkuran sebagafrnana dlmaksud dalam Undang-Undang 
Nomor 23 tahun 2014 dengan meng- kecepetan dan kemudahan Jlll)OeS 

pelayanan perizinan serta mempe~ proses dan tahapan yang sudah 
dilalul. 

4. Penataanlparubahan perangkat derah untuk melakaanakan uruaan ~ntahan 
konkuran hanya dapat dllakukan - ~kannya haall pemetaan urusan 
peme~ntahan sebagalmana dlmaksud dalam Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2014. 

5. Urusan pemerlntahan umum aebagalmana dimakaud Pasal 25 Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 dllaksanakan oleh Badan/Kantor Kesbangpol dan/atau 
Biro/Baglan peda selaetariat daerah yang membldlinel peme1i otahan sebelilm 
tarbanluknya lnslansl -1 yang membantu gubamur dan bupatilwafikola untuk 
malakaanakan urusan peme~ntahan umum -.rt. 

6. Pelakaanaan tugaa dan wewanang gubamur sebagal wakU P~ Pusat 
sebagalmana dlmakaud dalam Pasal 91 Undang-U'*"ss Nornor 23 Tahun 2014 
dilantu oleh SKPD provlnsl sampal dengan d~ perangkat gubemur 
sabagei Wakll Pemerintah Pusat. 
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7. Berkaltan dengan hal tersebut diatas, dlmlnta kepada gubemur, bupaU dan walikota 
sebagal berlkut 

a. Menyelesalkan secara sekaama i11119ntarlsasl P3D antar tingkatan /susunan 
pemerintahan sebagal aklbet pengalihan uruaan pemerintahan konkuren paling 
lambat tanggal31 Maret 2016 den serah terima personal, sarana dan prasarana 
serta dokumen {P2D) pa6ng iambat tanggal2 Oktober 2016. 

Hasil inventarisasi P3D tarsebul menjadi dokumen dan dasar penyusunan 
RKPD, KUAIPPAS dan Rancangan Peraturan Deerah tentang APBD Provinsi I 
Kabupaten/Kota TA 2017. 

b. Gubemur, bupa!INiallkota segera berkoordlnasi terka~ dengan pengalihan 
urusan pemerintahan konkuren. 

c. Meiakukan koonlinasi dengan kementerianllembga -~ yang membidangi 
masiog..masing urusan pemerintahan dan dapat dtfasffltasi oleh Kementerian 
Dalam Negeri; 

d. Melakukan koordinasi dengan pimpinan DPRO masing..maslng; dan 

e. Meiaporkan peleksanaan Sure! Ederan ini kepada Menteri Dalam Negeri pada 
kesampatan pertama. 

Demikian untuk menjadl perhatian dan agar segera dilaksanakan. 

TembiJSan Yth.: 
1. Bapek Preslden Republik Indonesia; 
2. Bapak Wakll Presiden Republik Indonesia; '" 
3. Para Mentari Kabinet Ke~a Periode Tahun 2014 s.d. 2019; 
4. Para Plmplnan Lembega; 
5. Para Ketua DPRD Provinsi; dan 
6. Para Ketua DPRD Kabupaten/Kota. 
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• 

MENTER! DALAM NEGERI 
REPUBLIK INDONESIA 

Jakarta,l6 Oktohrr 201'> 

Kepada 
Yt)l_ 1. SdrGubemur. dan 

2 Sdr.BupatiNValikota. 

di-

SURAT £DA.RAN 
NOMOR 12'1/''"-'·:~1 

TENTANG 

SELURUH INDONESIA 

PERCEPATAN PELAKSANAAN PENGAUHAN URUSAN BEROASARK~N UNOANG
UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN OAERAH 

Menegask.an kembal1 Sural Edaran ~Men Dalam N&gen Nomor 1201253/SJ 
T;;~nggal 16 Januari 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemermtahan setelah 
ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 
diminta perhatian Saudara agar segera melakukan percepatan pengalihan urusan 
berdasarltan Und<:~ng-Undang Nemer 23 Tahun .:014 tenlang Pemerinlahan Daerah 
dengan memperhatikan ~ml-hal sebagar benku: 

Saudara Gubemor dan Bupati/V'/alrkota segera berkoordinas1 untuk merJyelesaikan 
secara seksama irwentansasi personel. sarana dan prasarana. pendanaan. dan 
dokumen sebagai ak1oat pengalihan urusan pemenntahan konkuren paling lambat 
tanggal 31 Maret 2016_ Un!uk serah tenma bt!nta acara personel, sarana dan 
prasarana dan dokumen. paling lambat tanggal 2 Oktober 2016 sedangkan terkait 
serar ter:ma benta acara pendanaan pal1rJg lambo.t tanggal 31 Oesember 2016 

2. Untuk menjSmin te1jaganya kualitas layana11 wusan pemerintahan yang ter)adr 
peralihan urusan sebagai akiba( pe!IJbanan pembagian musar> berdasarkarJ 
Undang-Undang Nom or 23 T ahun 2.J14 tenlang Pemenlltahan Daerah !1dak 
diperkenankan untuk melakukan mut~silperpmdahan personel yang berallh 
urusannya di internal Provinsi dan kabupatenlkola. dan pengalihan barang m1l1k 
daemh tl<uk antar penggun"l barang dan.'ata:1 ku.;~sa pengguna bar?.ng sebelum 
adanya penyerahan barang milik daerah_ 

3. Terk.3it pendanaan, antara tarn: gaji dan lt:n)angan. b;aya operas;onal kan:or clan 
biaya pt!rawatan. agar d\siapkan a!ckas\ unggaran untuk urus3n pemerintahan ·,-ang 
tel)adr peralihan urusan sebagai akibat perubat-.an ~embagian urusan berdasarkan 
Undang-Unctang Nornor 23 Tahun 2014tentanr; Pemer;ntahan Daerah paling larnbat 
tanggal 31 Oesember 201'3 . 
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4. Terka~ dokumen, guna menjamin terjaganya kuahtas layarum urusan pemerintahan 
yang terjadi perafihan urusan sebagai akibat perubahan pembagian urusan 
berdasalkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemefintahan Daerah, 
agar segera dilakukan inventalisasl dan di catat dalam !ampiran Bet:ita Acara sefah 
terima. 

5. Khusus terkait dengan pengalihan urusan dari Provinsi dan Kabupatenll<.ota ke 
pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam SE Mendagri Nomcr 120f253/Sj 
tanggal 16 Janllari 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerinlahan Setelah 
01tetapkan Undang-Undang t'lomor 23 Tahun 2014 te!ltanQ Pemenntahan Oaerah. 
agar Saudara segera melakukan koordlnasi dengan MenteritKepala LPNK terkait 

6. Untuk mempermudah dalam PfOSes pengalihan urusan. telah disiapkan furmat berita 
acara serah terima P30 beserta daftar personal yang diserahkan, daftar sarana dan 
p~sarana yang diserahkan, dan daftar dokumen yang diserahkan sebagaimana 
tel1ampir, sebagal bagian yang tidak terpisahkan dari Sural Edaran inL Untuk 
pengaturan administrasi dan proses sarah tertma P2D mengikuti peraturan 
perundang-undangan. 

7 Bagt urusan pemerintahan yang terjadi peralih2n urusan sebagai akibat perubahan 
pembagian urusan berdasarl\an Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintatlan Oaerah namun belum diatur dalam SE Mendagri Nomor 120!253!Sj 
Tanggal 15 Januari 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Perr.erinlahan Setelah 
Ditelapkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerinlahan Daerah 
agar segera metakukan setah terima P30. 

8 Be-roasarkan angka 1 sampai derogan angka 7 cil:'ltas. pemerintah daerah segera 
berkocrtiinas1 dengan Kementerianllembaga terkait dan me!aporkan hasil 
pela~sanaan Surat Edaran mi kepada Menten Dalam Negeri melalui Direk.lorat 
Jenderal8ina Pembangvnan Oaerah pada kesempatan pertama 

9 Menten Dalam Nager• bersama Kemenlerianllembaga Pemerintah Non Kemenlerian 
akan segera rr.elakukan monitoring terhadap pelaksanaan pengalihan urusan 
dimaksJd, baik secara sendtri-sendiri :nallpu:~ bersama-sama 

Dem,~.;an :.Jnt(Jk menjad1 perha~li'll"l dar. Jgar ~;;era :Jilaksanakan 

T embusan d1samp<!.ikan kepada Yth.: 
1 Bapak Presiden Republil< Indonesia; 
2 8aoak Waktl Presiden Repub~k Indonesia: 
3 Menteri Koon:linatcr Bidang Pemt>angunan Manusia dan Kebudayaan Repub\1k 

Indonesia. 
4 Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformast 81rokrast Republrk 

Indonesia. 
5. Menten Keuan;Jar. Republl\.: Indonesia: 
6 Kepa!a Badan Kepegawaian Negara: 
7 Kepala Ars1p Nasior<al 
B Pam Ketua DPRO Provinst.dan 
9 Para Ketua DPRO Kabupaten!Kota . 
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KEMENTERIAN ENEr;:GI DAN SUMBER DAYA MINERAL 

REPlfBLIK INDONESIA 

Yang terhormat : 
1. Gubernur 
2. Bupati/Walikota 
di 
seluruh Indonesia 

ED A RAN 
NOMOR: 04.E/30/DJB/2015 

TENTANG 

PENYELENGGARAAN URUSAN p·~MERINTAHAN D! BlDANG PERTAMBANGAN 
MINERAL DAN BATUBARA SE~ELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG 

NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMER!NTAHAN DAERAH 

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat 
(1), Pasal 402 ayat (1), Pasal 404, Pasal 407, Pasal 408 dan Lampiran angka I 
huruf CC angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
yang selanjutnya disebut UU Nomor 23 Tahun 2014 serta dengan 
memperhatikan Edaran Menteri ::>alam Negeri Nomor 120/253/SJ tanggal 16 
Januari 2015, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: 

1. Bupati/Walikota tidak lagi mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan 
urusan pemerintahan di bidang pertarnb~gan mineral dan batubara 
terhitung sejak tanggal 2 Oktober 2014. -~ 

2. Dengan berlakunya UU Nomc1r 23 Tahun 2014, maka pasal-pasal dalam 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan 
Batubara (UU Nomor 4 Tahun 2009) beserta peraturan pelaksananya yang 
mengatur kewenangan Bupati/Walikota tidak mempunyai kekuatan hukum 
mengikat. 

3. Untuk memberikan kepastiru"t hukum dan kepastian berusaha kepada 
pemegang Izin Usaha Pertambangan (!UP) mineral dan batubara. Gubemur 
dan Bupati/Walikota segera. melakukan koordinasi terkait dengan 
penyerahan dokumen rup mineral dan batubara dalam rangka Penanaman 
Modal Dalam Negeri yang telah dikeluarkan oleh bupatijwalikota sebelum 
berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagai tindak lanjut pengalihan 
kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang 
pertambangan mineral dan batubara kepada Gubemur sebagaimana 
dimaksud dalam UU Nomor 23 Tahun 2014. 

4. Dalam ... 
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4. Dalam rangka pelaksanaan peralihan Jcewenangan penyelenggaraan urusan 
p~merintahan di bidang pertarnbangan mineral dan batubara sebagaimana 
dimaksud pacta angka 3, diminta kepada BupatijWalikota untuk segera 
menyerahkan berkas perizinan kepada Gubernur, an tara lain berupa: 

a. IUP Eksplorasi, IUP Opera.si Produksi mineral logam, mineral bukan 
logam, batuan, dan batubara, danjatau IPR yang telah diterbitkan oleh 
Bupati/Walikota sebelum bc~rlakunya UU Nom or 23 Tahun 20 14; 

b. IUP Eksplorasi, IUP Opera_si Produksi mineral logam, mineral bukan 
logam, batuan, dan batubera, dan/ atau IPR yang terlanjur diterbitkan 
oleh Bupati/Walik:ota setdah berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014; 

c. rencana penetapan WilayS.:."l Pertam bang an Rakyat (WPR) yang bel urn 
ditetapkan oleh Bupati/Walikota; dan 

d. permohonan: 

1) Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) mineral bukan logam dan 
batuan; 

2) IUP Eksplorasi mineral bukan logam dan batuan; 

3) peningkatan IUP Eksplc·rasi menjadi IUP Operasi Produksi mineral 
logam, mineral bukan logam, batuan, dan batubara; 

4) Izin Pertambangan Rakyat (IPR); 

5) perpanjangan IPR; 

6) perpanjangan IUP Opers.si Produksi logam, batubara, mineral bukan 
logam dan batuan; 

7) perubahan jangY.a waktu IUP Eksplorasi mineral !ogam dan batubara 
(sesuai deilgan jahgka waktu dalam UU Nomor 4 Tahun 2009); 

8) perubahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam 
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 
2013 tentang Tata Cara dan Penetapan Harga Divestasi Saham serta 
Perubahan Penanaman Modal di Bidang Usaha Pertambangan 
Mineral dan Batubara (Pe.rmen ESDM Nomor 27 Tahun 2013); 

yang telah diajukan kepadc. Bupati/Walikota sebelum tanggal 2 Oktober 
2014 yang saat ini masih diproses oleh Dinas Teknis Kabupaten/ Kota 
yang mempunyai tugas t=okok dan fungsi di bidang pertambangan 
mineral dan batubara. 

5. Dalam rangka pelaksanaan lcewenangan Pemerintah Daerah Provinsi di 
bidang pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam 
UU Nomor 23 Tahun 2014, diminta kepada Gubernur untuk segera: 

a. memproses penerbitan atau pemberian persetujuan atas berkas 
perizinan yang telah disanpaikan oleh Bupati/Walikota sebagaimana 
dimaksud pada angka 4 h.uruf d sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 

b. memperbarui berkas penzinan yang telah disampaikan oleh 
BupatifWalikota sebagair.:tana dimaksud pada angka 4 huruf b 
(perubahan Keputusan penberian IUP atau IPR oleh Gubernur); 

c. memproses penetapan WPI<~ 

d. memproses ... 
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e. memproses permohonan yang diaiukan kepada Gubernur, an tara lain 
berupa permohonan: 

1) perubahan jangka waktu !UP Eksplorasi minerallogam dan batubara 
(sesuai dengan jangka wak:tu dala.ttl UU Nomor 4 Tahun 2009); 

2) perubahan Penanamar1 Modal sebagaimana dimaksud dalam 
Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2013; 

3) peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi mineral 
logam, batubara, mineral bukan logam, dan batuan; 

4) perpanjangan IUP OpenLsi Produksllogam, batubara, mineral bukan 
logam dan batuan; ' 

5) WIUP mineral bukan logam dan batuan Wltuk wilayah yang berada 
dalam 1 (satu) kabupatenfkota; 

6) IUP Eksplorasi mineral bukan logam dan batuan; dan 

7) IPR dan perpanjangannya. 

6. Gubemur dapat melakukan evaluasi terhadap berkas penzman yang 
disampaikan oleh BupatifWahkota sebagaimana dimaksud pada angka 4 
huruf a dan huruf b. 

Dalam hal hasil evaluasi terhadap berkas perizinan yang disampaikan oleh 
Bupati/Walikota sebagaimana dimak:sud pada angka 4 huruf a dan huruf b 
tersebut di atas: 

a. terdapat ketidaksesuaian proses atau mekanisme penerbitan {antara 
lain~ tidak memenuhi pen;yaratan, tumpang tindih), Gubernur dapat 
membatalkan JUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, atau IPR yang 
bersangkutan; 

b. pemegang IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, atau IPR tidak: 
memenuhi kewajiban, Gubc:~mur dapat memberikan sanksi administratif 
berupa: 

I) peringatan tertulis; 

2) penghentian sementara ~;ebagian atau seluruh kegiatan usaha~ atau 

3) pencabutan IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, atau IPR yang 
bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perund.ang
undangan. 

7. Dalam masa trans1s1 sebel.tm terbentuknya Unit Pelayanan Teknis 
Inspektur Tambang di masing,-masing Provinsi maka Kepala Dinas Teknis 
Provinsi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pertrunbangan 
mineral dan batubara di selUJuh Indonesia secara ex officio selaku kepala 
Inspektur Tambang di tingl-:at Provinsi wajib melaksanakan kegiatan 
pengawasan terhadap pemega.1g IUP sebagaimana ~imaksud pa~a angka 2 
dan berkoordinasi dengan Direktur Teknik dan Lmgkungan MmeraJ dan 
Batubara secara ex officio selaku KepaJa Inspektur Tambang Pusat. 

Demikian 
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Demikian Edaran ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan. 

Tembusan: 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 30 April 2015 

ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 
~~~R JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA, 

!. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 
2. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri 
3. Direktur Jenderal Pemerii:t·tahan Umum Kementerian Dalam Negeri 
4. Sekretaris Jenderal Kementeri:m Energi dan Sumber Daya Mineral 
5. Inspektur Jenderal KementericLil Energi dan Sumber Daya Mineral 
6. Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi 
7. Kepala Dinas Teknis Provinsi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di 

bidang pertambangan mineral dan batubara di seluruh Indonesia 
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:-..(Jl\1\)[" 

! ~lnlj) 

P..:rih:li 

GUliE:RNt;R KALIMA~.TAN LTARA 

541J.' 1 ?:I -'ESD\.-I-lilii/20 !5 

Penyclcng~ara:Ul t:rusan 
Peml'r·intahan Ridan~ F.nf':q~i 
dan Sumbcr l>1t)'3 Miner:1l 

Kenada 
Yth. IJup~Hi. \Valikuw 

se·Provmsi Kalimunt;m ~.:tC~ra 
di ·-

Tempat 

!-.!.!hubtmg~u; !i.:i;1h hcrlakunyil l 'mlan~! - lindang :--<omor 2-; T~!/nm 2:r14 renwng 
l'cmcrlutuban Daerah tanggal 1. Okrober 2014 :;ebagaimana telah diubah dengan Pcraturan 
!>cmct·imnh Pen~~<mti t:ndang -- Undang ;...:0mnr; Tiihun 2014 ynng kcmmlian mcniadi Und8ng 
-· t:ndang :\'omor 2 Tahun 2015 tentang Peme!intahan Daerah serta memperhatikan sura! 
Eduran \'knt..:!ri Dalam !\egcri Nomor 12C ·253/SJ tanggal 16 Januari 20 I 5 lcnmng 
~~<:nyden~gp.rm111l:mscm Pcrnerinrahan Se-telah ditCIHpkcm l"•nchmg -1 1ndang },iprnf>r }~ Ht!-J1,n 
20 \4 t<::ntang Pcmt:rintahun Daerah, dengun ini di· ampaikan hal -hal sehag:ai berikut : 

"'"'Sli~Ji p.;,s.:.l J ~ :1y:Jl ( J) Cndimg - L'l)d<:Jlg :'\:omor ~3 T.u11Un1Ul4. bub\•. :1 "p~nyd .... nggaraan 
urusun pcmerimahan bidang. kchuwn..tn, kel~Jutun serta energ.i dan sumbcr da}a mincra\ 
dihagi antara Pcmcrintah Pusat dan D11crah Provinsi"'. 

; Vl~ru_iuk surat cdaran Mcn.icri Da\am '\."~gcri :\omor l.?:ll/253/S.f tangga\ 16 J~tnuari 20 [ 5 
c~ngka 2 (dua) bahwa ·'ren)denggar;lan urusun pemerintahan k0nkuren dt!uar urtt:><Hl 
J'•:''nert!l!<iban ~ehagaimana dimab-nd ;mgb I dilaksanakan oleh ~11-:nn;m•tingk:ltan 
penwrintuhan scsuai dcngan pcmbagian urusn•1 pemerintahan sebag<1imana dimuksud da!am 
\h1dang -· Umlang '\'omor 23 Tahun 2014··. 

3 !"crhait penyclcngganum urusan et1crgi d. n SlmJber t.laya mineral, Dinas Energi d>'n 
Sltmb.:r Daya :-vlincral Provinsi K<1limantm1 Ltara telah melaksanakan koordimtsi J;m 
k(•n<:n!tasi ke [hgian 1-lukum Direkron-!t .L:-nc!eral Mineral dun Batnham Kcmcntcri<1n 
En~rgi dun Sumbcr Daya Mineral Rcrmblik Indonesia pacta tanggal 13 _ianuari 20\5, Ucng.an 
penjclasc\Jl sebagai bcrikul · 

~~ Lntuk lzin (;suba P~rtambangan (ILP) yang masa berlakunya Ielah hahis -..cbelum 
tangg.a: 2 Oktober 20 t4, dan pcme,_~ang !UP telah m~ngajukan p.:rmoh~1n<:m 
pc:•·_p<Hl_i[tll!!!clD danh:nau p,;•ningkat<ln Jl,p ~erra rlalam prosc-snya relah di:penuhi scmHu 
r.::rsyaratan sebclum tanHga! 2 Oktohcr 20!4. maka JCP dimaksud dapnt di:anclutangum 
o!ch Bupati I Walikota. 

b. lt.P yung mengajukun pcrpanjangan ianiatau peningkatan yang persyaratannyH 
tiJnk rerpenuhi scmua .setelah tang.gal 2 Oktober 2014, maka prose~ penerbimn 
perp<-miangml drmtatau peningk<ttan It ·p_ c :pro.';es di Provin"i Kalimantan U\fln-'1 

..__ P.:rm1•honu.n ILP \llineu_d :-.Jun Logam I B,Jtuan buik yang banL pl!ningkalan 1r1aupun 
p;:rp<mjungal: ;lg,:lr ~Ll:.J.jukan l-.;.; P.::m;::.i.ntah "'.:'~oYi.nsi Ko.li.mO.I.'(L<J.n c~~\'.l (l.:;.-.:;-.\t. 

:J~rsyurawn lengkap. 
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d. Pen~rbilr:ut lUP baru untllk J'vlincrai Lu~am dan Batubara dilakukan dengan cara 
lelanp, st.-suui. kctentuan pcraturan perunda 1£- undangan yang berlaku 

e. PcturYuk pelaksanaan atas pengelolaan can pcngusahaan pertambangan minerai dan 
bambara sampai dengan kcluarnya Cndang - undang dan Peraturan pelaksanaan yang 
baru. masih menggunakan peraturan perundang - tmdang.an yang ada dan herlnktJ 
dibidang pe11ambangan mineral dan ba1ubara dcngan catatan pasal yang menyebut 
kewcnangan Bupati J Walikota dianggap rasa\ mati I pasal yang tidak berluku. 

f. Bcrkaitan dengan pasal 404 Undang-L'ndang 23 lahun lUl4, Pemerintah Provinsi 
Kalimantan Utara terhitung mului FAPBO TA 2014 secara benahap telah 
menganggark.an dana untuk mcnunjang kegiatan pengusahaan dan pengelolaan 
pc:rtambangan mineral dan batubara melalui SKPD Dinas ESDM Provinsi Kalimantan 
Ctara. 

g. tJntuk personell sumber daya m:musia, Dlnas ESUM Provinsi Kalimantan Utara masih 
memerluknn banyak SDM untuk n~nangani pengusailaan dan pengelolaan 
pertamhan~an di wilayah Prm·insi Kalimaman Utara haik aspek perizinan maupun 
aspek pengawasannya, oleh karcna hu diminta kepada Bupati I Walikota se-Provinsi 
KuHmantan Utaru berken::m melcp<ts PNS di Dinas Pcrtambangan dan Encgri 
Ktthup~tcn I Kvta apahil<1 ingin men~riukan pindah ker:ia di Pemerintah Provinsi 
Kalimantan Utura khsususnya ke Dinas E~·D:vl Pnwinsi Kalimantan t:tara. 

h. Penyerahan dokumen llin Usaha Perta:tlbangan (lUP) dan dokumen pendukungnya 
yang di1erbitkan oleh Pemerintah Kabup[tten /Kota kc Pemerintah Provinsi Kalimantan 
Ctara melalui Dinas ESDM Provim;i KDHmantan Vtara, diminta paling lambat bulun 
Oktnher 2015 ·"i'-!dah ::elesfli sernt•:'l pcnyt·mlmnn~'a. termasuk semw.:o_ data pendukung 
kcw<ljiban yang haru~ dan ~udah dipenuhi oleh perusahaan maupun yang belum 
dipenuhi olch p!.!rusahaan pemc~ang ICP. 

4. Unluk kc:lancanm pengalihun kew~nangan r•engdohum dan peng.usahaan pcrtambangan 
mineral dun hatubara dari Pemcri11tah Kabupat•?l1 / KoHl. kc Pcmerintah ProYinsi Kalimantun 
l 'wra dimin!H kcpnclr: Rupatil\\''!!iko!~1 11eblni Din<!<; Pert:lmhilnJ;!il'1 dan Fnergi 
Kabnp:.nen!Kota untuk senantiasa bcrkoordm.: -;i dengan Dinas ESD\rt Provinsi Kalimantan 
t_ tara. 

O:::mii-.ian disampaikan atas perlmt ian dau k;:tj<l'iamanya diucapkan tcrimakasih. 

ll ,., H. JRIA:>TO LAMBRI£ 

Menf<'rl Dulam Nc·gt:1·i Republik indonesia (H.:hl!goi hqnnm) fli Jakarta 
2 ,\Jul/leri Energi dan Sumber Doy£J ,\;fine rat Repuhlik bu,o11esia di Jakurta 
3 Dirjen i\1ineral dan Batubara KementeriWl ESDM RI di Ja_f(ttrta 
.1 Di·-l'!." O!,JIWI."i f)uernh K!'!l'('l?leriup Oulco11 Ne•:e· i Rl di .f11k<trftl 
5 Ue;mri P,:nr.:eg£11um Komi.\i Pemberantowm Korup.'i di Jakarta 
fi fn.,·rcktiW .fe11dercd Ke>HI!Ilfel·icm 1-.:.';D.\J lU di .h1kurta 

L\::· • .'.1 1.::· I'~·::::;::!>·of;a.-tn IJ,"i/ii/>,1;·.:; ,ji J,JJ.·,u·ta 

N Direkfllr Po:nxu-wlwan J\.1/nera/ di Jakarta 
fj Dirckflfr Telmik dan Ungkungan }.-]it/era! dan Baruhara di Jakttrfa 
! 11 Dn·e;.lu,· l'embi!IOWI T'rognuu /l'iltlf!lai rhm iJ:uuhw·'-1 iii itrlwrla 
i 1 Kepuio lJfnas !'erwmhcmgan dun Hnergi Kabupalen.'Kota se-Provhw Kttfimantan Utara di 

TemfWI 
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DOKUMENTASI 

Wawancara dengan Kepala Seksi Pengusahaan Mineral dan Batubara 
(Bapak Fery Ruruk Pasiakan) 

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Provinsi Kalimantan Utara 

Wawancara dengan KepaJa Bidang Pengusahaan Mineral dan Batubara 
(Bapak R. Adi lsmailsyah) 

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Provinsi Kalimantan Utara 
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Wawancara dengan Mantan Kepala Bidang Pengusahaan Mineral dan Batubara 
(Bapak YusufMinggu) 

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Provinsi Kalimantan Utara 

Wawancara dengan Mantan Kepala Bidang Pertambangan Umum 
(Bapak Amir Ardasyir) 

Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten Bulungan 
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Wawanca.ra Dengan Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan 
(Bapak F aizal) 

Dinas Penanaman Modal dan PeJayan Perizinan Satu Pintu 
Provinsi Kalimantan Utara 
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